BAB Il1

PEMBAHASAN

A. Pelindungan Hukum terhadap Pembela HAM dalam Perspektif Hukum

Internasional

Hak Asasi Manusia merupakan hak-hak yang secara inheren melekat
dalam diri manusia,yang tepatnya tanpa hak tersebut manusia tidak dapat hidup
sebagai manusia.®* Berkaitan dengan hal tersebut, HAM sejatinya merupakan
hal yang sangat fundamental yang dimiliki oleh manusia. Maka dari itu kerja-
kerja pemajuan dan penegakan HAM merupakan hal yang sangat penting
dalam kaitannya dengan martabat umat manusia.

Berbicara mengenai pemajuan dan penegakan HAM, Negara-lah yang
mempunyai tanggung jawab utama hal pemajuan dan penegakan HAM ( Pasal
2 Deklarasi Pembela HAM). Namun dalam perspektif hukum internasional,
apabila berbicara mengenai pemajuan dan penegakan HAM, sejatinya bukan
hanya berbicara mengenai peran negara. Deklarasi Pembela HAM PBB tahun
1998 (selanjutnya disebut dengan Deklarasi Pembela HAM) merupakan bentuk
dari pengakuan hukum internasional terhadap setiap individu, kelompok,
melakukan aktivitas-aktivitas atau kerja-kerja dalam rangka pemajuan dan

penegakan HAM.

84 Al Araf, op.cit, hal.1

8 Internet,
https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Defenders/Declaration/declarationBahasa.pdf, tanggal
25 Maret 2020.
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Deklarasi Pembela HAM berisi gagasan-gagasan dan pernyataan
pernyataan umum mengenai pengakuan ataupun hak-hak dari Pembela HAM
namun tidak mencantumkan mekanisme atau cara bagaimana deklarasi
tersebut dapat diratifikasi. Maka dari itu, Deklarasi Pembela HAM tahun 1998
merupakan soft law.®® Yang artinya, tidak mengikat secara hukum, namun
mengikat secara moral. Negara negara anggota PBB tidak terikat secara hukum
dalam Deklarasi Pembela HAM 1998 ini.

Walaupun tidak mengikat secara hukum, bukan berarti keberadaan soft
law merupakan hal-yang sia-sia. Soft law juga merupakan instrumen penting
dalam pembaharuan hukum. Dengan adanya soft law, negara negara
sebenarnya dapat menjadikannya sebagai pedoman dalam membuat suatu
peraturan perundang-undangan, tanpa perlu mekanisme-mekanisme yang
rumit.®” Dengan adanya soft law, menurut penulis, warga negara dapat
mengetahui mengenai kemauan suatu negara terhadap suatu permasalahan,
karena pemberlakuan soft law tergantung pada kemauan negara tersebut.

Seperti yang sudah dijelaskan diatas, bahwasannya tanggung jawab
utama dalam penegakan dan pemajuan HAM adalah ada di Negara. Maka dari
itu, dalam kaitannya dengan Deklarasi Pembela HAM, Penulis mengambil
contoh negara-negara di Uni Eropa. Uni-Eropa sejatinya telah menjawab
keberlakuan Deklarasi Pembela HAM yang merupakan soft law tersebut. Uni-

Eropa tidak hanya menerima Deklarasi Pembela HAM 1998 tersebut secara

8Marsudi, op.cit, hal. 39
& lbid
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moral, tetapi juga mengimplementasikannya, dengan adanya Panduan Uni
Eropa mengenai Pembela Hak Asasi Manusia tahun 2004 (selanjutnya disebut

dengan Panduan UE mengenai Pembela HAM).

1. Implementasi Deklarasi Pembela HAM pada negara-negara Uni Eropa

Panduan UE mengenai Pembela HAM ini merupakan bentuk nyata
yang dilakukan oleh negara negara dalam Uni-Eropa untuk mengakui
keberadaan Pembela HAM. Dengan adanya Panduan UE mengenai
Pembela HAM ini, sejatinya telah menjawab peran negara dalam
mengakomodir Deklarasi Pembela HAM, sebagaimana dinyatakan dalam
pasal 2 ayat 1 Deklarasi Pembela HAM bahwa®®

Setiap negara mempunyai tanggung jawab dan tugas utama untuk
melindungi, memajukan dan melaksanakan semua hak asasi
manusia dan- kebebasan dasar, antara lain dengan mengambil
langkah-langkah yang mungkin perlu untuk menciptakan semua
kondisi yang dibutuhkan dalam bidang sosial, ekonomi, politik
maupun bidang-bidang lain serta jaminan hukum yang diperlukan
untuk menjamin bahwa semua orang di bawah jurisdiksinya, secara
sendiri-sendiri maupun bersama-sama, dapat menikmati semua hak
dan kebebasan ini dalam praktik.

Dengan adanya Panduan UE mengenai Pembela HAM ini telah
memperlihatkan bentuk langkah-langkah yang diciptakan oleh Negara-

negara Uni Eropa dalam hal Pembela HAM. Panduan UE mengenai

Pembela HAM ini dengan tegas menyatakan bahwa Uni Eropa mendukung

88Internet, https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Defenders/Declaration/declarationBahasa.pdf,
diakses pada tanggal 25 Maret 2020
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prinsip-prinsip yang terkandung dalam Deklarasi Pembela HAM.
Sebagaimana tertuang dalam bagian pendahuluannya, ditegaskan bahwa®

Uni Eropa mendukung prinsip-prinsip yang terkandung dalam

Deklarasi Hak dan Tanggung Jawab Individu, Kelompok, dan

Badan Masyarakat untuk Memajukan dan Melindungi Hak Asasi

Manusia dan Kebebasan Dasar yang Diakui secara Universal.

Meskipun tanggung jawab utama dalam memajukan dan melindungi

hak asasi manusia ada pada negara, Uni Eropa mengakui bahwa

individu, kelompok, dan badan masyarakat seluruhnya memainkan
peranan penting dalam memperjuangkan masalah hak asasi
manusia.

Selanjutnya, dalam Panduan UE mengenai Pembela HAM ini juga
mengklasifikasikan aktivitas pembela HAM, yaitu meliputi:

1. Mendokumentasikan kekerasan

2. Mencari penyembuhan bagi korban kekerasan tersebut melalui

pemberian bantuan hukum, psikologis, medis, atau bantuan lain.

3. Memerangi budaya pengampunan yang melindungi pelanggaran

secara sistematis dan berulang terhadap hak asasi manusia dan
kebebasan dasar.

Lebih dari pada itu, Panduan UE mengenai Pembela HAM ini juga
mengatur mengenai panduan operasionalnya atau aturan pelaksanaanya.
Dengan adanya panduan operasional ini, sejatinya telah memperlihatkan
keseriusan Uni Eropa untuk menjamin secara efektif aktivitas-aktivitas atau

kerja-kerja Pembela HAM, karena dengan adanya panduan operasional ini

memperlihatkan bahwa Uni Eropa tidak hanya secara formalitas menerima

8Al Araf, op.cit, hal.112
Oibid
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Deklarasi Pembela HAM namun juga terdapat komitmen untuk
melaksanakan secara efektif prinsip-prinsip yang tercantum dalam
Deklarasi Pembela HAM. Hal ini sesuai dengan prinsip-prinsip yang
tertuang dalam Pasal 3 Deklarasi Pembela HAM, yang pada intinya
menyatakan bahwa negara seharusnya melakukan pemajuan, perlindungan
dan pelaksanaan efektif dari hak-hak dan kebebasan dasar.%

Sebagaimana termaktub pada bab IV Panduan UE mengenai
Pembela HAM ini, panduan operasional ini dimaksudkan untuk
mengidentifikasicara dan perangkat yang dapat bekerja secara efektif dalam
memajukan dan melindungi para pembela hak asasi manusia di negara-
negara dunia ketiga, di dalam konteks kebijakan bersama masalah luar
negeri dan keamanan.

Panduan operasional yang tercantum dalam Panduan UE mengenai
Pembela HAM ini berbicara mengenai monitoring, pelaporan dan penilaian.
Yang pada intinya menegaskan bahwasannya®

para Ketua Misi UniEropa telah diminta untuk menyediakan

laporan berkala mengenai situasi hak asasi manusia di negara tempat

mereka bertugas. Laporan tersebut juga harus dicantumkan
mengenai situasi yang dialami pembela hak asasi manusia, secara
khusus memfokuskan pada adanya ancaman atau penyerangan

dalam bentuk apapun terhadap para pembela hak asasi manusia. Di

dalam konteks ini, para Ketua Misi perlu menyadari bahwa kerangka

institusional dapat memberikan dampak besar terhadap kemampuan
para pembela hak asasi manusia.

MInternet, https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Defenders/Declaration/declarationBahasa.pdf,
diakses pada tanggal 25 Maret 2020
92Al Araf, op.cit, hal.113
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Berdasarkan hal diatas, dapat dipahami bahwa Uni Eropa tidak
hanya berbicara mengenai HAM secara umum, namun juga secara khusus
berbicara mengenai Pembela HAM, yaitu dalam kaitannya ancaman atau
penyerangan terhadap Pembela HAM bahkan harus dilaporkan. Uni Eropa
menyadari bahwasannya perlu kerangka-kerangka resmi atau institusional
yang dimiliki oleh negara untuk menunjang aktivitas-aktivitas atau kerja-
kerja Pembela HAM.

Lebih dari pada itu, Panduan UE mengenai Pembela HAM juga
mengamini serta melaksanakan Pasal 2 ayat 2 Deklarasi Pembela HAM
yang menegaskan bahwa setiap negara harus mengambil langkah-langkah
legislatif, administratif dan lain-lain yang mungkin perlu untuk memastikan
bahwa hak dan kebebasan yang terdapat di dalam Deklarasi ini dijamin
secara efektif.® Keefektifan tersebut dapat dilihat dalam panduan
operasional  bagian monitoring, pelaporan dan penilaian Panduan UE
mengenai Pembela HAM, juga menyatakan dengan tegas bahwasannya®

hal-hal seperti legislatif, judicial, administratif atau tindakan-

tindakan lain yang diambil oleh negara untuk melindungi seseorang
dari kekerasan, pembalasan, diskriminasi de facto atau de jure yang
merugikan, tekanan, atau tindakan sewenang-wenang lainnya
sebagai konsekuensi penggunaan secara sah hak-hak seseorang
tersebut seperti yang tercantum dalam Deklarasi PBB mengenai

Pembela Hak Asasi Manusia seluruhnya adalah relevan. Apabila

diminta, Ketua Misi harus membuat rekomendasi kepada COHOM

mengenai tindakan yang dapat diambil oleh Uni Eropa, termasuk

mengutuk ancaman dan penyerangan terhadap pembela hak asasi
manusia.

SBInternet, https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Defenders/Declaration/declarationBahasa.pdf,
diakses pada tanggal 25 Maret 2020.
%Al Araf, op.cit, hal.114
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COHOM merupakan suatu partai dalam Uni Eropa yang bekerja di
bidang demokrasi dan hak asasi manusia. Working Party on Human Rights
( COHOM ) bekerja untuk menangani semua aspek hak asasi manusia dari
hubungan eksternal Uni Eropa dan membantu Uni Eropa dalam pembuatan
kebijakan yang berkaitan dengan demokrasi dan hak asasi manusia. Adapun
tugas-tugas dari COHOM akan diuraikan sebagai berikut:%

1. Mempromosikan pembangunan

2. Mengawasi implementasi kebijakan Uni Eropa dalam bidang

hak asasi manusia dan demokrasi.

3. Memfasilitasi dialog dan konsultasi Hak Asasi Manusia dengan

negara-negara non-uUni Eropa

4. Membantu dan mengindentifikasi prioritas strategis Uni Eropa

pada isu-isu Hak Asasi Manusia dan masalah geografis tertentu

5. Mengoordinasikan ' peosisi negara-negara Uni Eropa pada

masalah yang sama untuk Majelis Umum PBB dan Dewan Hak
Asasi Manusia PBB:

Berdasarkan hal diatas dapat dipahami bahwasannya, komitmen Uni
Eropa mengenai Pembela HAM sangatlah memadai. Menurut penulis,
Panduan EU mengenai Pembela HAM ini telah mengakui hak pemulihan
dan pelindungan hukum seorang Pembela HAM, komitmen Uni Eropa

mengenai Pembela HAM memadai karena dengan tegas menyatakan bahwa

% Internet, https://www.eumonitor.eu/9353000/1/j9vvik7mic3gyxp/vh7ej5swx01d, diakses pada
tanggal 1 Mei 2020.
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apabila terdapat tindakan-tindakan yang merugikan atau tindakan kekerasan
terhadap seseorang karena menggunakan haknya sebagaimana tercantum
dalam Deklarasi Pembela HAM, penggunaan legislatif, judicial,
administratif atau tindakan-tindakan lain oleh negara untuk melindungi
seseorang tersebut adalah relevan. Bahkan dengan tegas Uni Eropa
menyatakan bahwa mereka mengutuk ancaman dan penyerangan terhadap
Pembela HAM.

Selanjutnya dalam Panduan UE mengenai Pembela HAM juga
menyatakan tindakan-tindakan lain yang dapat memastikan bahwa hak dan
kebebasan dalam Deklarasi Pembela HAM dijamin secara efektif, hal ini
dapat dilihat dalam panduan operasional bagian peranan misi-misi Uni
Eropa dalam perlindungan dan dukungan bagi pembela HAM. Tindakan
tersebut mencakup:®®

1. Berkoordinasi secara erat dan berbagi informasi dengan para
pembela hak asasi manusia, termasuk mereka yang beresiko.

2. Memelihara hubungan dengan pembela hak asasi manusia,
termasuk dengan cara menerima mereka di misi dan
mengunjungi wilayah mereka, untuk tujuan tersebut dapat pula
dipertimbangkan penunjukan petugas khusus, apabila

dibutuhkan, dengan dasar untuk berbagi beban kerja.

%ibid
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3. Memberikan, sesuai kebutuhan dan apabila dibutuhkan,
pengakuan atas para pembela hak asasi manusia, melalui
penggunaan publisitas, kunjungan atau undangan yang sesuai

4. Menghadiri dan mengamati, apabila sesuai, pengadilan atas para
pembela hak asasi manusia.

5. Menumbuhkan rasa hormat terhadap para pembela hak asasi
manusia dalam hubungannya dengan negara-negara dunia ketiga

dan fora multilateral.

Uni Eropa menyatakan tindakan-tindakan lain tersebut diatas karena
sebagaimana juga tercantum dalam Panduan EU mengenai Pembela HAM
bagian panduan operasionalnya, menegaskan bahwa Misi-misi Uni Eropa
merupakan penghubung utama antara Uni Eropa dan negara negara anggota
dengan para pembela. HAM di lapangan. Maka dari itu, pembela HAM
mempunyai peranan penting dalam menjalankan kebijakan Uni Eropa. Oleh
karena itulah, misi-misi Uni Eropa harus berupaya mengadopsi kebijakan
yang proaktif bagi Pembela HAM.

Berdasarkan hal diatas, dapat dilihat bahwasannya Uni Eropa juga
mengatur mengenai tindakan-tindakan lain selain judisial ataupun
administratif dalam kaitannya dengan memastikan hak dan kebebasan dasar
dalam Deklarasi Pembela HAM, serta menyadari bahwsannya Uni Eropa

harus mengambil sikap proaktif dalam kaitannya dengan Pembela HAM.

78



Menurut penulis, Panduan UE mengenai Pembela HAM ini

merupakan perkembangan yang sangat baik dari Deklarasi Pembela HAM.

Hal ini dapat dilihat dari panduan operasionalnya, bahwa tujuan dari

Panduan UE mengenai Pembela HAM ini adalah®’

untuk mempengaruhi negara negara dunia Kketiga untuk
melaksanakan kewajiban mereka dalam menghormati hak-hak para
pembela HAM dan untuk melindungi mereka terhadap serangan dan
ancaman dari pelaku-pelaku non-pemerintah. Dalam hubungannya
dengan negara-negara dunia ketiga, Uni Eropa akan, apabila
dianggap perlu, menyatakan perlunya bagi seluruh negara untuk
mematuhi dan mentaati. norma-norma dan standar internasional
yang relevan, terutama Deklarasi PBB. Tujuan secara keseluruhan
haruslah-berupa mewujudkan lingkungan di mana paa pembela
HAM dapat beroperast secara bebas. Uni Eropa akan membuat
tujuan itu dikenal sebagai bagian tak terpisahkan dari kebijakan hak
asasi manusia yang dimilikinya dan akan menekankan pada peranan
penting tujuan tersebut bagi perlindungan terhadap pembela HAM.

Uni Eropa tidak hanya mencantumkan apa tujuan dari Panduan UE

mengenai Pembela HAM, namun juga menyatakan secara tegas tindakan-

tindakan apa saja yang dapat mendukung tujuan tersebut, tindakan tersebut

mencakup: %

1. Apabila kepresidenan, atau Perwakilan Tingkat Tinggi Common
Foreign and Security Policy (CFSP) atau Perwakilan Khusus
dan Utusan Uni Eropa, atau Komisi Eropa melakukan kunjugan
kenegaraan, mereka akan, apabila sesuai, mengadakan

pertemuan dengan, dan menumbuhkan kepedulian atas kasus

ibid
%lbid, hal.116
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individual, pembela HAM sebagai bagian tak terpisahkan dari

kunjungan mereka ke negara-negara dunia ketiga.

Common Foreign and Security Policy (CFSP) merupakan badan

dalam Uni Eropa yang bekerja untuk bidang kebijakan luar

negeri dan keamanan.®® Adapaun tugas CFSP akan diuraikan

sebagai berikut:1%

a) Melindungi nilai nilai umum, kepentingan, kemandirian, dan
integritas Uni Eropa sesuai dengan Piagam PBB.

b) Melindungi kemanan Uni Eropa.

c) Menjaga perdamaian dan keamanan internasional, sesuai
dengan perjanjian internasional.

d) Mempromosikan Kerjasama internasional.

e) Mengkonsolidasikan demokrasi, supremasi hukum, hak
asasi manusia dan kebebasan dasar.

2. Komponen hak manusia berupa dialog politis antara Uni Eropa
dengan negara-negara-dunia ketiga dan organisasi regional,
akan, apabila relevan, mencakup, topik situasi yang dihadapi
pembela hak asasi manusia. Uni Eropa akan menggaris bawahi
dukungan yang diberikannya bagi para pembela HAM dan
kegiatan mereka, dan menumbuhkan kepedulian atas kasus

individual apabila diperlukan.

% Internet, https://www.politics.co.uk/reference/common-foreign-and-security-policy, diakses pada
tanggal 3 Mei 2020.
100 1bid

80


https://www.politics.co.uk/reference/common-foreign-and-security-policy

Bekerja secara erat dengan negara-negara lain yang memiliki
pemikiran sama dengan pandangan serupa terutama dalam
Komisi Hak Asasi Manusia PBB dan Majelis Umum PBB.
Memajukan penguatan atas mekanisme regional yang telah ada
bagi perlindungan atas pembela HAM, seperti misalnya titik
fokus pada pembela HAM dalam Komisi Hak Asasi Manusia
Afrika dan Unit Khusus Pembela HAM di dalam Komisi Hak
Asasi Manusia Inter-Amerika, dan penyusunan mekanisme yang
sesuai di wilayah yang belum memilikinya.

Mendorong sebuah negara untuk menerima, sebagai hal yang
prinsip, permohonan kunjungan ke lokasi oleh Prosedur Khusus
PBB.

Melalui ~misi-misi Uni Eropa memajukan penggunaan
mekanisme tematis PBB oleh komunitas hak asasi mansia dan
para pembela hak asasi manusia termasuk, tetapi tidak terbatas
pada memfasilitasi pengadaan hubungan dengan dan pertukaran
informasi antara mekanisme tematis dengan para pembela hak
asasi manusia.

Mendukung tersedianya alokasi dana yang memadai dari
anggaran umum kepada kantor Komisi Tinggi Hak Asasi
Manusia.

Program bilateral hak asasi manusia dan demokrasi di

masyarakat Eropa dan negara-negara anggota harus lebih

81



10.

AN,

12.

13.

14.

mempertimbangkan perlunya membantu mengembangkan
proses dan institusi demokrasi, serta memajukan dan melindungi
hak asasi manusia di negara-negara berkembang dengan cara
mendukung para pembela hak asasi manusia melalui kegiatan
semacam capacity buildingdan kampanye untuk meningkatkan
kesadaran publik.

Mendorong dan mendukung pembentukan dan kegiatan badan-
badan nasional demi memajukan dan melindungi hak asasi
manusia.

Membantu pembentukan jaringan kerja para pembela hak asasi
manusia di tingkat internasional, termasuk dengan cara
memfasilitasi pertemuan bagi para Pembela HAM.

Menjami para pembela hak asasi manusia di tingkat
internasional, termasuk dengan cara memfasilitasi pertemuan
bagi para Pembela HAM.

Menjamin bahwa para pembela hak asasi manusia di negara-
negara dunia ketiga dapat mengakses berbagai sumber daya,
termasuk sumber daya keuangan dari luar negeri

Memastikan bahwa program pendidikan hak asasi manusia juga
turut mempromosikan Deklarasi PBB mengenai Pembela HAM
Meningkatkan integrase masalah Pembela HAM ke dalam

kebijakan dan tindakan Uni Eropa yang relevan.
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15. Melaksanakan pengawasan implementasi panduan tersebut
dengan interval yang dianggap sesuai,

16. Menganalisa secara sesuai cara-cara lebih lanjut untuk bekerja
sama dengan PBB dan mekanisme internasional dan regional
lainnya dalam mendukung para Pembela HAM.

17. Memberikan laporan tahunan kepada Majelis, melalui Political
and Security Committee (PSC) dan The Permanent
Representatives Committee (COREPER), mengenai kemajuan

yang-dicapai dalam mengimplementasikan panduan tersebut.

Political and Security Committee (PSC) merupakan badan yang
bertanggung jawab pada Common Foreign and Security Policy
(CSFP) Uni Eropa, yang bertugas untuk;%

a) Memonitor situasi internasional.

b) Merekomendasikan pendekatan strategis dan opsi
kebijakan kepada Dewan.

c) Memberikan panduan kepada Komite Militer, Grup
Politik-Militer dan Komite untuk aspek sipil dalam
manajemen Krisis.

d) Memastikan kontrol politik dana arah strategis operasi

manajemen Krisis.

101 Internet, https://www.consilium.europa.eu/en/council-eu/preparatory-bodies/political-security-
committee/, diakses pada tanggal 1 Mei 2020
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Sedangkan, The Permanent Representatives Committee
(COREPER) merupakan komite perwakilan yang bertanggung
jawab untuk mempersiapkan pekerjeaan Dewan Uni Eropa.1%?
COREPER terdiri dari perwakilan negara-negara Uni Eropa.
COREPER terdiri dari 2 bentuk, yaitu COREPER | dan
COREPER Il. COREPER I terdiri dari wakil wakil tetap Dewan
Uni Eropa dan yang berurusan dalam semua bidang Dewan. %
Sedangkan, COREPER I teridiri dari duta-duta besar yang
berurusan dengan barang-barang yang berkaitan dengan urusan
umum, urusan luar negeri, urusan ekonomi, dan urusan dalam

negeri.*%*

Berdasarkan hal diatas, dapat dipahami bahwa Uni-Eropa dalam
kaitannya dengan Pembela HAM, sangat memperhatikan keberadaaan
Pembela HAM. Uni Eropa tidak hanya menerima dan
mengimplementasikan dalam wilayahnya, namun juga mempunyai
komitmen untuk memperluas prinsip-prinsip dan kebebasan dasar dalam
Deklarasi Pembela HAM dengan mempengaruhi negara negara dunia
ketiga untuk melaksanakan kewajiban mereka dalam menghormati hak-hak
para pembela HAM dan untuk melindungi mereka terhadap serangan dan

ancaman, menggunakan tindakan-tindakan yang sudah disebutkan diatas.

102 Internet, https://eur-lex.europa.eu/summary/glossary/coreper.html, diakses pada tanggal 3 mei
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Adanya komitmen tindakan-tindakan Uni Eropa dalam rangka
mendukung pelindungan bagi Pembela HAM sejatinya menunjukkan
langkah-langkah negara sebagai pemegang tanggung jawab utama dalam
rangka pemajuan dan penegakan HAM dan memastikan pelindungan bagi
Pembela HAM sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat 1 Deklarasi Pembela
HAM yang intinya menyatakan bahwa negara mempunyai tanggung
jawabutama dalam pemajuan dan penegakan HAM serta Pasal 2 ayat 2 yang
menyatakan bahwa negara harus mengambi langkah-langkah legislatif,
administratif, dan lain lain untuk memastikan bahwa hak dan kebebasan
yang tercantum dalam Deklarasi Pembela HAM dijamin dengan efektif,

Menurut penulis, hal ini menunjukkan betapa pentingnya soft law
dalam perkembangan hukum internasional. Negara-negara tidak perlu taat
secara kaku dan baku, dengan hal-hal apa saja yang diatur dalam hukum
internasional. Soft law hadir sebagai pedoman dalam pembaharuan hukum
dan memungkinkan perkembangan-perkembangan yang dilakukan secara
efisien sesuai dengan keperluan-dan kemauan negara masing-masing,
namun tentu saja harus berdasar sesuai dengan prinsip-prinsip hukum
tersebut, dalam hal ini ialah Deklarasi Pembela HAM.

Namun kembali lagi, keberlakuan soft law dalam suatu negara tentu
saja tergantung apakah negara tersebut mempunyai kesadaran akan hal-hal
yang diatur dalam suatu soft law tersebut merupakan hal yang fundamental
dan penting, sehingga negara tersebut mempunyai kemauan untuk

memberlakukan serta mengembangkan soft law itu dalam hukum nasional.
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Penulis telah menguraikan bagaimana Deklarasi Pembela HAM
dalam perspektif tanggung jawab negara dengan mengambil contoh dalam
Panduan EU megenai Pembela HAM. Selanjutnya, penulis akan mengkaji
secara komprehensif apa saja hak hak Pembela HAM yang sudah diatur
dalam hukum internasional tersebut sudah memadai dalam kaitannya

dengan mengakomodir aktivitas-aktivitas pembelaan HAM.

Hak-hak dan Aktivitas Pembela HAM dalam Hukum Internasional

a) Hak Kebebasan Berpendapat

Dalam kaitannya dengan hak kebebasan berpendapat, tentu
setiap orang tanpa terkecuali mempunyai hak tersebut. Kebebasan
Berpendapat secara umum diatur dalam UDHR dan ICCPR. Namun
dalam kaitanya dengan Pembela HAM, kebebasan berpendapat diatur
secara khusus dalam Deklarasi Pembela HAM tahun 1998. Hak
kebebasan berpendapat dalam Deklarasi Pembela HAM tentu saja
berkaitan dengan aktivitas aktivitas dalam rangka pembelaan HAM.
Sehingga secara khusus hak kebebasan berpendapat tersebut digunakan
untuk memajukan dan menegakan HAM.

Di sisi lain, dalam UDHR dan ICCPR, hak kebebasan
berpendapat pada intinya berisi mengenai adanya hak bagi seseorang
untuk berpendapat, namun bukan dalam hal memperjuangkan atau

mengkampanyekan ( memajukan atau mempromosikan ) pendapatnya,
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sebagaimana diatur dalam Pasal 19 UDHR dan Pasal 19 ICCPR.
Sehingga sejatinya, dalam rangka pembelaan HAM, Deklarasi Pembela
HAM merupakan suatu peraturan yang berbentuk hak khusus yang
sangat penting dalam pemajuan dan penegakan HAM.

Namun, menurut penulis, dalam Deklarasi Pembela HAM 1998,
mengenai hak kebebasan berpendapat, masih terdapat pasal yang
bertentangan satu sama lain. Dalam Deklarasi Pembela HAM, di pasal
6 ditegaskan bahwa'®®

Untuk -~ mempelajari, mendiskusikan, membentuk dan
mempertahankanpandangan tentang kepatuhan, baik dalam
hukum maupun dalam praktek, mengenai semua hak asasi
manusia dan kebebasan dasar dan, lewat sarana ini dan lain-lain
yang pantas, untuk menarik perhatian masyarakat atas
masalah-masalah itu.
Selanjutnya, daflam pasal 8 ayat 2 ditegaskan pula bahwa'?®
Ini mencakup, antara lain, secara sendiri-sendiri maupun
bersama-sama, hak untuk mengajukan kepada badan-badan
pemerintah dan-perwakilan atau organisasi yang bersangkutan
dengan urusan-urusan publik, kritik dan usul guna memperbaiki
fungsi mereka dan untuk menarik perhatian pada setiap
aspek dari pekerjaan mereka yang dapat menghalangi atau
mengganggu pemajuan, perlindungan dan pelaksanaan hak
asasi manusia dan kebebasan dasar.

Penulis ingin berfokus pada diksi menarik perhatian masyarakat

dalam Deklarasi Pembela HAM ini. Menurut penulis dalam rangka

menarik perhatian masyarakat tentu banyak cara yang dapat

digunakan, bisa melalui media sosial, demonstrasi, petisi, dan lain

1051 nternet,
https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Defenders/Declaration/declarationBahasa.pdf,  diakses
pada tanggal 25 Maret 2020

106 hid

87


https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Defenders/Declaration/declarationBahasa.pdf

sebagainya, asalkan menurut Deklarasi Pembela HAM ini,
kebebasan berpendapat tersebut harus berdasarkan hak asasi
manusia dan kebebasan dasar. Namun dalam Deklarasi Pembela
HAM ini, ternyata juga terdapat pembatasannya dalam aktivitas
pembelaan HAM, yaitu dinyatakan pada pasal 17 bahwa®’

Dalam melaksanakan hak-hak dan kebebasan yang disebutkan
dalam Deklarasi ini, setiap orang, yang bertindak secara sendiri-
sendiri maupun bersama-sama, harus tunduk hanya kepada
pembatasan-pembatasan sebagaimana hal itu sesuai dengan
kewajiban " internasional yang berlaku dan ditentukan oleh
hukum yang semata-mata untuk. menjamin pengakuan dan
penghormatan terhadap hak-hak dan kebebasan orang-orang lain
dan untuk memenuhi persyaratan moralitas yang adil, ketertiban
umum dan kesejahteraan umum dalam suatu masyarakat
demokratis.

Bahwa berdasarkan pasal ini pembelaan HAM dibatasi dan
harus tunduk sesuai dengan kewajiban internasional yang berlaku dan
ditentukan oleh hukum yang semata-mata untuk menjamin pengakuan
dan penghormatan hak-hak dan kebebasan orang-orang lain dan untuk
memenuhi persyaratan- moralitas yang adil, ketertiban umum dan
kesejahteraan umum dalam suatu masyarakat demokratis.

Menurut penulis, terdapat pertentangan antara kebebasan
berpendapat yang mana di satu sisi diperbolehkan untuk menarik
perhatian masyakat, namun di sisi lain terdapat pembatasan, yang

menurut penulis, garis batas pembatasannya itu tidak spesifik, yaitu

mengenai ketertiban umum, kesejahteraan umum, dan lain sebagainya.

1971bid
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Dalam Deklarasi Pembela HAM ini pun tidak menetapkan arti definitif
dari ketertiban umum dan kesejahteraan umum, artinya setiap negara
diberikan kebebasan untuk menentukan sendiri batasan ketertiban umum
di wilayah jurisdiksnya. Dalam hal menarik perhatian masyarakat, tentu
saja akan bersinggungan pada masyarakat umum. Sehingga, menurut
penulis, dengan adanya batasan seperti ini, sejatinya menghambat
aktivitas pembelaan HAM, karena batasan ketertiban umum atau
kesejahteraan umum itu tidak dijelaskan secara tegas, jelas dan spesifik.
Dengan tidak-adanya garis batas yang jelas mengenai ketertiban umum
atau kesejahteraan mum, artinya individu ataupun kelompok mana saja
yang menganggap tindakan menarik perhatian yang dilakukan oleh
Pembela HAM tersebut telah mengganggu ketertiban umum, dapat

menghambat tindakan pembelaan HAM.

Dalam Fact Sheet PBB-No. 29 ditegaskan pula standar minimum
menjadi Pembela HAM, yaitu salah satunya adalah aktivitas pembelaan
nya harus dilakukan secara damai.l®® Sehingga menurut penulis,
seharusnya apabila hak kebebasan berpendapat tersebut dilakukan
berdasarkan prinsip-prinsip hak asasi manusia dan kebebasan dasar serta
dengan cara-cara damai sebagaimana sesuai dengan Fact Sheet PBB
No.29, seharusnya tidak ada pembatasan dalam pembelaan HAM, secara

khusus dalam hak kebebasan berpendapat.

1%|nternet, https://www.ohchr.org/Documents/Publications/FactSheet29en.pdf, diakses pada
tanggal 25 Maret 2020
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b) Hak untuk berpartisipasi aktif dalam urusan urusan pemerintahan dan
publik.

Dalam kaitannya dengan hak untuk berpartisipasi aktif dalam
urusan urusan pemerintahan dan publik dalam UDHR dan ICCPR pada
intinya hanya berbicara mengenai dalam kaitannya dengan masuk ke
sistem pemerintahan, yaitu hak untuk memilih dan dipilih, bahwa setiap
orang mempunyai kesempatan yang sama untuk diangkat dalam jabatan
pemerintahan negaranya, yang pada intinya berkaitan dengan adanya
pemilihan umum (Pasal 21 UDHR dan Pasal 25 ICCPR).

Namun berpartisipasi aktif dalam urusan-urusan pemerintahan
dan publik sebagaimana diatur dalam Deklarasi Pembela HAM tidak
hanya berisi. mengenai hak masuk ke dalam sistem pemerintahan,
namun juga juga berisi-mengenai partisipasi dalam sudut pandang yang
lain, vyaitu dalam bentuk  kritik, usul guna memperbaiki fungsi
pemerintahan dan juga untuk menarik perhatian pada setiap aspek
pemerintahan yang dapat menghalangi atau mengganggu pemajuan,
perlindungan, dan pelaksanaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar
( Pasal 8 Deklarasi Pembela HAM).

Tentu saja hak hak untuk berpartisipasi aktif dalam urusan
urusan pemerintahan dan publik juga dapat dimaknai dengan hak

kebebasan berpendapat. Namun dalam hal ini, hak kebebasan
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berpendapat digunakan sebagai hak untuk menunjang hak untuk
berpartisipasi aktif dalam urusan urusan pemerintahan dan publik ini.
Dalam konteks ini hak kebebasan berpendapat harus diartikan
secara khusus, yaitu dalam rangka kritik dan usul ke pemerintah dalam
rangka perbaikan fungsi mereka. Selain itu juga dalam hal menarik
perhatian pada segala aspek dalam pemerintahan yang dinilai dapat
menghalangi atau menganggu pemajuan, pelindungan, dan pelaksanaan
hak asasi manusia dan kebebasan dasar. Artinya, dalam konteks
Deklarasi Pembela HAM, seorang. Pembela HAM mempunyai
hubungan khusus dengan pemerintah. Dalam Pasal 8 Deklarasi Pembela
HAM, subjek kritikannya atau pendapatnya hanya satu yaitu
pemerintah. Pembedaannya antara hak kebebasan berpendapat secara
umum dengan hak untuk berpartisipasi aktif dalam urusan pemerintah

dan publik terdapat pada subjek dan-tujuan kritikannya.

c) Hak untuk mendapatkan pemulihan dan pelindungan hukum

Berkaitan dengan hak untuk mendapatkan pemulihan dan
pelindungan hukum, sudah layak dan sepantasnya didapatkan oleh seorang
Pembela HAM. Aktivitas Pembela HAM yang sering kali terkena ancaman,
intimidasi, represif, menandakan adanya ketimpangan posisi antara
Pembela HAM dengan pemerintah atau negara.Negara mempunyai sumber

daya yang begitu lengkap dalam hal melakukan tindakan-tindakan yang
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dapat menghambat aktivitas pembelaan HAM, sedangkan posisi Pembela
HAM menjadi sangat rentan karena terbatasnya sumber daya yang dapat
digunakan untuk menjalankan aktivitas pembelaanya serta tidak adanya
pelindungan hukum secara khusus yang mengakomodir aktivitas pembelaan
HAM nya.

Dalam Deklarasi Pembela HAM, nyatanya sudah ditegaskan dalam
pasal 9 bahwa “dalam hal dilaksanakannya hak-hak dan kebebasan dasar
dalam Deklarasi Pembela HAM ini, setiap orang berhak untuk memperoleh
manfaat atas upaya perbaikan efektif dan pertindungan dalam hal terjadinya
pelanggaran terhadap hak-hak ini>2.1%°

Pemulihan yang efektif dapat dimaksudkan berisi rangkaian
langkah-langkah atau tindakan yang cukup beragam yang diambil dalam
merespon pelanggaran HAM yang dialami oleh pembela HAM dalam
menjalankan aktifitasnya. Hal ini-mengacu pada pemenuhan atas dukungan
atau bantuan atau prosedur sehingga bantuan tersebut dapat diperoleh oleh
pembela HAM selaku korban-pelanggaran HAM. Pemulihan efektif ini
dapat meliputi pemberian penggantian kerusakan, pernyataan akan
dukungan, aturan-aturan dan biaya-biaya bantuan hukum,

Selanjutnya, pemulihan yang dimaksudkan sebagai reparasi, hal itu

dapat meliputi restitusi, kompensasi, satisfaction/kepuasan dan jaminan

1091nternet,
https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Defenders/Declaration/declarationBahasa.pdf,  diakses

25 Maret 2020
10nternet, https://www. kontras.org/backup/buku/prospek perlindungan pembela HAM dalam H
ukum%20Indonesia.pdf, diakses tanggal 25 Maret 2020
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tidak terjadinya pengulangan.'!! Ide sebuah pemulihan yang efektif juga
harus dilihat dalam konteks memperbaiki fungsi dasar atau pemulihan atas
keadilan (compensatoryor remedial justice). Hal ini berkaitan dengan
adanya perlakuan yang dianggap tidak adil kepada korban, sehingga
perbaikan fungsi dasar tersebut lebih mengarah kepada tujuan moral.
Pemulihan ditujukan untuk mengembalikan korban pada kondisi ketika dia
berada sebelum pelanggaran HAM itu terjadi pada dirinya.'?

Berdasarkan penjelasan diatas dapat diketahui hak untuk
mendapatkan pemulihan efektif adalah hak yang harus diterima seorang
Pembela HAM dalam rangka aktivitas pembelaannya, karena sangat rentan
sekali aktivitas seorang Pembela HAM mengakibatkan Pembela HAM
tersebut dilanggar HAMnya, maka dari itu sebagai akibat dari dilanggar
HAM nya, negara harus menjamin bahwa Pembela HAM tersebut harus
dipulinkan dengan perspektif materi, aturan-aturan, ataupun moral, agar
Pembela HAM tersebut dapat kembali menjalankan aktivitas pembelaan
HAMnya dalam rangka mendukung, mempromosikan serta membangun
HAM dan kebebasan dasar .

Selanjutnya, dalam kaitannya dengan pelindungan hukum, dalam
Pasal 12 ayat 2 Deklarasi Pembela HAM dengan tegas mengatakan

bahwa'!?

13nternet,
https://mwww.ohchr.org/Documents/Issues/Defenders/Declaration/declarationBahasa.pdf,  diakses

pada tanggal 25 Maret 2020
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setiap orang berhak, secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama,
untuk mendapat perlindungan efektif di bawah undang-undang
nasional dalam rangka bereaksi terhadap atau menentang, lewat
cara-cara damai, kegiatan dan tindakan, termasuk kelalaian oleh
Negara yang mengakibatkan pelanggaran terhadap hak asasi
manusia dan kebebasan dasar maupun kekerasan yang dilakukan
oleh kelompok-kelompok atau induvidu yang mempengaruhi
dinikmatinya hak asasi manusia dan kebebasan dasar.

Menurut penulis sudah sangat jelas apa yang dinyatakan dalam
Deklarasi Pembela HAM ini, bahwasannya dalam upaya Pembela HAM
bereaksi ataupun menentang. kelalaian negara yang berakibat pada
dilanggarnya hak asasi manusia dan kebebasan dasar, seharusnya seorang
Pembela HAM mempunyai hak dilindungi secara efektif dibawah undang-
undang nasional.

Pelindungan efektif yang dilakukan menurut penulis dalam hal ini
adalah, "adanya aturan-atauran hukum yang dapat digunakan untuk
mengakomodir atau melindungi aktivitas serta pengakuan atas hak-hak
pembela HAM. Selanjutnya, bukan hanya dari segi aturan, melainkan
implementasi aturan tersebut. Setiap aparatur negara harus dipastikan
mengetahui serta menghormati aktivitas aktivitas yang yang merupakan
ruang lingkup pembelaan HAM, agar pada saat Pembela HAM melakukan
aktivitas pembelaannya, tidak mendapatkan tindakan-tindakan intimidasi

atau represifitas dari negara.

d) Hak untuk pemajuan dan penegakan HAM
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Hak Asasi Manusia adalah hak-hak yang secara timbul dan melekat
dalam diri manusia itu sendiri, hak tersebut muncul karena ia adalah
manusia,yang tepatnya tanpa hak tersebut manusia tidak dapat hidup
sebagai manusia.'’* Maka dari itu, karena HAM berkaitan dengan
keberadaan dan martabat manusia, maka dengan sendirinya setiap orang
memiliki hak untuk mempertahankan dan memperjuangkan hak-haknya
demi eksistensinya sebagai manusia.

Hak untuk pemajuan dan penegakan HAM dimanifestasikan dalam
Deklarasi Pembela HAM, yang pada pasal 1 sangat jelas menyatakan bahwa
“setiap orang mempunyai hak, secara sendiri-sendiri maupun bersama-
sama, untuk memajukan dan memperjuangkan perlindungan dan
pemenuhan hak asasi manusia dan kebebasan dasar di tingkat nasional dan
internasional”.**> Deklarasi Pembela HAM menunjukkan pengakuan bahwa
aktivitas Pembela HAM adalah instrumen pelindungan yang penting
terhadap pejabat-pejabat yang menyalahgunakan kekuasaan, terhadap
pemerintahan yang menyembunyikan pelanggaran HAM, dan terhadap
pemerintahan yang gagal melindungi individu dari pelanggaran HAM oleh
aktor non-negara.*®

Deklarasi tersebut juga didukung dengan Resolusi Komisi HAM

PBB Nomor 64 tahun 2001 yang menekankan pentingnya peran individu,

4Al Araf, op.cit, hal.1
15nternet,
https://mwww.ohchr.org/Documents/Issues/Defenders/Declaration/declarationBahasa.pdf,  diakses

pada tanggal 25 Maret 2020
H8Al Araf, op.cit, hal.4
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organisasi non pemerintah dan kelompok-kelompok lain dalam melindungi
dan memajukan HAM. Pembela HAM merupakan komponen penting dari
masyarakat sipil dan penegakan HAM." Selain itu Laporan Sekretaris
Jenderal PBB pada Majelis Umum juga menyatakan bahwa Pembela HAM
adalah aktor penting dalam berbagai upaya melaksanakan kerangka kerja
HAM secara internasional. 8

Pembela HAM berada di garis depan perjuangan penghormatan
HAM di mana terjadi pelanggaran HAM. Mereka menyuarakan aspirasi
publik, khusunya korban pelanggaran HAM sehingga disebut sebagai “the
voice of the voiceless”. Pembela HAM tidak hanya mengkritisi otoritas yang
melanggar hak individu, tetapi juga melakukan upaya memajukan HAM,
demokrasi, dan “the rule of law” melalui publikasi instrumen HAM dan
advokasi kebijakan terhadap otoritas negara maupun lembaga-lembaga
regional dan internasional.®

Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa negara atau
pemerintah lah yang mempunyai tanggung jawab utama dalam melindungi
dan memajukan HAM. Dalam kaitannya dengan itu, Pembela HAM adalah
bagian dari masyarakat yang terdepan dalam mendorong negara untuk
memenuhi kewajiban internasionalnya yaitu untuk senantiasa menghormati

dan menjamin penghormatan HAM.12°

"71pid, hal.4
H8]pid, hal.5
191bid, hal.7
1201pid, hal.4
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Berdasarkan hal diatas dapat dipahami bahwasannya hak untuk
pemajuan dan penegakan HAM merupakan faktor terpenting yang dimiliki
Pembela HAM untuk terjaminnya pelindungan HAM bagi seluruh
masyarakat. Pemajuan dan penegakan HAM dapat dilakukan dengan
berbagai cara sebagaimana sudah diatur dalam Pasal 5, Pasal 9, Pasal 13,
dan Pasal 16 Deklarasi Pembela HAM yaitu membentuk organisasi non-
pemerintah, melakukan pengaduan atas kebijakan atau tindakan pemerintah
yang berkenaan dengan pelanggaran-pelanggaran HAM dan kebebasan
dasar, menyediakan bantuan hukum yang memenuhi syarat secara
profesional = atau nasehat lain yang relevan dan bantuan dalam
mempertahankan hak asasi manusia dan kebebasan dasar, berkomunikasi
dengan badan-badan internasional berkaitan dengan pelanggaran-
pelanggaran HAM, menggunakan sumber daya apapun dalam rangka

penegakan HAM dan-kebebasan dasar.

Setelah mengetahui hak-hak Pembela HAM, penulisan akan
dilanjutkan mengenai ruang lingkup aktivitas yang dilakukan oleh Pembela

HAM yang dapat ditemukan pada Fact Sheet PBB N0.29. Yang dimana hak-
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hak Pembela HAM diatas dapat digunakan untuk menunjang aktivitas-
aktivitas Pembela HAM yang akan diuraikan sebagai berikut:?!

a) HAM untuk semua
Pembela HAM memperjuangkan pemajuan dan perlindungan
baik hak sipil-politik maupun pemajuan, perlindungan, dan
pemenuhan hak ekonomi, sosial, budaya. Komitmen Pembela
HAM juga dapat terwujud dalam berbagai permasalahan seperti
pembunuhan, penyiksaan, penahanan secara sewenang-wenang,
diskriminasi , masalah perburuan, penghilangan paksa, akses
terhadap kesehatan dan pencemaran lingkungan.

b). HAM dimana-mana
Pembela HAM aktif di semua bagian belahan dunia, baik di
negara-negara non-demokrasi maupun di negara-negara yang
demokrasinya ‘telah mapan, baik di negara-negara sedang
berkembang maupun di negara-negara maju secara ekonomi.

c) Tindakan lokal,-nasional, regional, dan internasional.
Mayoritas Pembela HAM bekerja pada level lokal dan nasional,
mendorong penghormatan HAM dalam komunitas dan negara
mereka sendiri. Namun juga terdapat Pembela HAM yang
bekerja pada level regional dan internasional. Mereka

melakukan berbagai aktivitas, misalnya monitoring situasi

121 Internet, https://www.ohchr.org/Documents/Publications/FactSheet29en.pdf, diakses pada
tanggal 3 Mei 2020.
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d)

HAM regional dan internasional. Hal ini memungkinkan
penggabungan kerja Pembela HAM dari sisi cakupannya. Fokus
pada masalah HAM lokal dan nasional, namun dengan
melakukan upaya-upaya berdasarkan mekanisme regional dan
internasional untuk pemajuan HAM di masing-masing negara.
Pengumpulan dan penyebaran informasi pelanggaran.

Pembela HAM melakukan investigasi dan mengumpulkan
informasi tentang pelanggaran HAM. Pembela HAM kemudian
dapat menggunakan informasi tersebut untuk menarik perhatian
publik dan pemerintah untuk memastikan bahwa pelanggaran
HAM yang dilakukan mendapatkan perhatian.

Membantu korban pelanggaran HAM.

Pembela HAM dapat melakukan investigasi dan pelaporan
pelanggaran yang akan membantu mengakhiri pelanggaran yang
sedang terjadi, mencegah pengulangan dan membantu korban
membawa kasusnya-ke-pengadilan.

Menuntut pertanggungjawaban dan mengakhiri impunitas
Pembela HAM bekerja untuk mewujudkan pertanggungjawaban
hukum penghormatan HAM. Secara luas, tindakan ini meliputi
proses lobi kepada penguasa dan mendorong upaya yang lebih
besar dari negara dalam melaksanakan kewajiban HAM
internasional yang telah diratifikasi. Pembela HAM dapat

berkontribusi menegakkan keadilan atas nama korban
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9)

h)

pelanggaran HAM dan mendobrak impunitas untuk mencegah
pelanggaran di masa depan.

Mendorong kebijakan pemerintahan yang lebih baik.

Pembela HAM memfokuskan diri terhadap pemerintahan secara
keseluruhan agar dapat memenuhi kewajiban HAM-nya. Hal ini
dapat dilakukan dengan mempublikasikan rekaman pelaksanaan
standar HAM oleh pemerintahan dan memonitor kemajuan yang
dibuat. Pembela HAM dapat berfokus terhadap masalah good
governance, mendorong proses- demokratisasi, memerangi
korupsi dan penyelahgunaan kekuasaan, dan menyedikan
pendidikan politik, dan pemilu kepada masyarakat.

Kontribusi terhadap implementasi perjanjian HAM.

Kontribusi utama Pembela HAM, terutama sebagai organisasi,
adalah terhadap pelaksanaan-instrumen HAM internasional.
Pendidikan dan pelatihan HAM

Aktivitas utama lainnya yang biasa dilakukan oleh Pembela
HAM adalah pendidikan HAM. Pendidikan dapat berbentuk
pelatihan pelaksanaan standar HAM dalam suatu profesi seperti
hakim, jaksa, tentara, ataupun polisi, atau dalam bentuk yang
lebih luas di sekolah dan universitas, atau dalam bentuk

penyebaran informasi standar HAM kepada masyarakat...
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B. Penerapan Hukum Internasional dalam Peraturan Hukum Nasional

Indonesia terkait Pelindungan Hukum terhadap Pembela HAM.

Hak Asasi Manusia merupakan hak hak yang melekat pada manusia
secara alamiah semata mata karena ia manusia, bukan diberikan oleh negara,
melainkan dilindungi dan ditegakkan oleh negara. Akan tetapi, karakteristik
penegakan hak asasi manusia berbeda-beda antara negara yang satu dengan
negara lainnya. ldeologi, kebudayaan dan nilai-nilai khas yang dimiliki suatu
negara akan mempengaruhi pola penegakan hak asasi manusia disuatu
negara.'??

Sebelum terbentuknya Deklarasi Universal -Hak Asasi Manusia,
sejatinya Indonesia sudah terlebih dahulu mengamini nilai-nilai dan prinsip-
prinsip HAM. Hal ini dapat dilihat dari ideologi Indonesia, yaitu Pancasila.
Kelima dasar pancasila adalah jiwa seluruh rakyat Indonesia, yang memberi
kekuatan hidup- kepada bangsa Indonesia serta  membimbingnya dalam
mengejar kehidupan lahir batin yang makin baik, di dalam masyarakat
Indonesia yang adil dan makmur.!?®* Maka dari itu, apabila dikaitkan dengan
HAM, sejatinya Pancasila juga merupakan faktor yang sangat penting terkait
penegakan HAM di Indonesia. Menurut penulis, dengan adanya Pancasila dan

mengamini nilai-nilai yang terkandung di dalamnya, HAM juga dapat terjamin.

122Djicky Febrian Ceswara, Puji Wiyatno, 2018, “Implementasi Nilai Hak Asasi Manusia dalam Sila
Pancasila”, Lex Scientia Law Review, Volume 2 No.2, November, hal.227

123Internet, 20186, https://business-law.binus.ac.id/2016/04/29/pancasila-sebagai-landasarn-
pengaturan-ham-di-indoensia/
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Hal tersebut dapat dilihat dari hubungan Pancasila dan HAM, yang

akan diuraikan sebagai berikut!?*:

1. Sila Ketuhanan yang maha Esa menjamin hak kemerdekaan untuk

memeluk agama , melaksanakan ibadah dan menghormati
perbedaan agama. Sila tersebut mengamanatkan bahwa setiap
warga negara bebas untuk memeluk agama dan kepercayaannya
masing-masing. Hal ini selaras dengan pasal 2 UDHR yang

mencantumkan perlindungan terhadap HAM.

. Sila kemanusiaan yang adil dan beradab menempatkan hak setiap

warga negara pada kedudukan yang sama dalam hukum serta
memiliki kewajiban dan hak-hak yang sama untuk mendapat
jaminan dan perlindungan undang-undang. Sila Kedua,
mengamanatkan adanya persamaan derajat, persamaan hak dan
persamaan kewajiban —antara sesama manusia Sebagaimana
tercantum dalam Pasal 7 UDHR vyang melarang adanya

diskriminasi.

. Sila Persatuan Indonesia mengamanatkan adanya unsur pemersatu

diantara warga Negara dengan semangat rela berkorban dan
menempatkan kepentingan bangsa dan Negara diatas kepentingan
pribadi atau golongan, hal ini sesuai dengan pasal 1 UDHR bahwa

semua orang dilahirkan merdeka dan mempunyai martabat dan hak-

124 oc.cit
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hak yang sama. Mereka dikaruniai akal dan hati nurani dan
hendaknya bergaul satu sama lain dalam persaudaraan.

4. Sila Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam
permusyawaratan / perwakilan dicerminkan dalam kehidupan
pemerintahan, bernegara, dan bermasyarakat yang demokratis.
Menghargai hak setiap warga negara untuk bermusyawarah
mufakat yang dilakukan tanpa adanya tekanan, paksaan, ataupun
intervensi yang membelenggu hak-hak partisipasi masyarakat. Inti
dari sila ini adalah musyawarah -dan mufakat dalam setiap
penyelesaian masalah dan pengambilan keputusan sehingga setiap
orang tidak dibenarkan untuk mengambil tindakan sendiri, atas
inisiatif sendiri yang dapat mengganggu kebebasan orang lain. Hal
ini sesuai pula dengan UDHR.

5. Sila Keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia mengakui hak
milik perorangan dan dilindungi pemanfaatannya oleh negara serta
memberi kesempatan sebesar-besarnya pada masyarakat. Asas
keadilan dalam HAM tercermin dalam sila ini, dimana keadilan
disini ditujukan bagi kepentingan umum tidak ada pembedaan atau

diskriminasi antar individu.

Berdasarkan hal tersebut dapat dipahami, bahwasannya terdapat
hubungan-hubungan jelas antara Pancasila sebagai ideologi negara dengan
HAM. Bahwa dalam nilai nilai Pancasila tersebut juga dapat dimaknai dengan

prinsip-prinsip HAM. Sehingga sebagai masyarakat Indonesia, dalam rangka
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menghormati HAM, juga harus dengan tidak mengenyampingkan nilai-nilai
dalam ideologi negara Indonesia.

Namun, apabila berbicara mengenai pemajuan dan penegakan HAM,
tidak cukup hanya mengamini serta mengimplentasi HAM secara umum, yang
mana berfokus pada seseorang tersebut mempunyai HAM, namun tidak
tercantum bagaimana seseorang tersebut memperjuangkan HAMnya.

Apabila dikaitkan dengan Pancasila seperti yang dijelaskan diatas,
tentu saja masih hanya memuat mengenai HAM bukan hak pembelaan HAM.
Menurut penulis, tidak cukup suatu negara hanya mengakui HAM secara
umum, namun harus juga mengakui bagaimana mekanisme memperjuangkan
HAM.

Dalam produk hukum nasional Indonesia dalam kaitannya dengan
pengaturan Pembela HAM secara khusus dan spesifik, belum ada peraturan
yang mengaturnya. Dalam kaitannya dengan hak yang dapat dikategorikan
sebagai Pembela HAM, hal ini dapat dilihat dari tindakan Indonesia sebagai
negara anggota PBB, meratifikasi -International Covenant on Civil and
Political Rights, yang berbentuk Undang-Undang Republik Indonesia Nomor
12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant On Civil And
Political Rights(Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil Dan Politik).
Tindakan ini menandakan bahwa Indonesia memberikan validitas norma-
norma internasional yang ditransformasikan dalam hukum nasional yang

didasarkan pada otoritas negara.’® Namun berkaitan dengan Pembela HAM,

125Yustina Trihoni, op.cit, hal.19
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tindakan ratifikasi International Covenant on Civil and Political Rights
belumlah memadai, karena masih merupakan aturan umum yang intinya
mengatur bahwasannya setiap manusia berhak menikmati HAM.

Mekanisme memperjuangkan HAM secara khusus dalam hukum
internasional diatur dalam Deklarasi Pembela HAM, yang mana Deklarasi
tersebut berbentuk soft law. Soft law merupakan nilai nilai-nilai kesadaran
bersama tentang sesuatu masalah dan bukan merupakan ketentuan yang
mengikat secara hukum, soft law dapat juga menjadi pedoman bagi negara-
negara dalam membuat peraturan perundang-undangan mereka.'?® Dengan
kata lain, bahwa pengimplementasian Deklarasi Pembela HAM tersebut tidak
perlu melewati tindakan transformasi hukum seperti halnya ICCPR.

Negara mempunyai tanggung jawab utama dalam rangka perlindungan,
pemajuan, penegakan, dan pemenuhanHAM sebagaimana diatur dalam Pasal
2 Deklarasi Pembela HAM dan yang diatur pula dalam Pasal 8 Undang Undang
Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Seperti yang sudah penulis
cantumkan, bahwa Deklarasi-Pembela HAM 1998 merupakan soft law, yang
artinya tidak mengikat secara hukum, namun mengikat secara moral. Menurut
Penulis, kemauan negara sangat dibutuhkan dalam rangka pengimplementasian
soft law ini. Sejatinya dengan adanya tindakan pengimplementasian soft law
ini dapat menjawab tanggung jawab utama pemerintah dalam hal pemajuan

HAM.

126Marsudi, loc.cit, hal. 39
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Seperti yang sudah penulis uraikan, bahwasannya pelindungan hukum

terhadap Pembela HAM dalam lingkup Uni Eropa sudah mengakui eksistensi

Deklarasi Pembela HAM, yaitu dengan membuat komitmen mengenai Pembela

HAM, yang termaktub dalam Panduan EU mengenai Pembela HAM. Maka dari

itu, selanjutnya penulis akan menguraikan bagaimana peraturan-peraturan

hukum nasional Indonesia mengakomodir pelindungan hukum terhadap

Pembela HAM.

1.

Implementasi -Deklarasi Pembela HAM dalam Peraturan Komisi
Nasional Hak Asasi Manusia Nomor 5 Tahun 2015 tentang Prosedur

Perlindungan terhadap Pembela HAM

Dalam kaitannya dengan Deklarasi Pembela HAM, sebenarnya
sudah diterapkan dalam peraturan hukum nasional Indonesia, hal ini bisa
dilihat dalam bagian mengingat Peraturan Komisi Nasional Hak Asasi
Manusia mengenai Nomor 5-Tahun 2015 tentang Prosedur Perlindungan
terhadap Pembela HAM (selanjutnya disebut Peraturan KOMNAS HAM) ,
yang mana mencamtumkan Deklarasi Pembela HAM ini.

Dalam Peraturan KOMNAS HAM ini berisi mengenai definisi
Pembela HAM, hak-hak Pembela HAM, kualifikasi Pembela HAM dan lain
sebagainya yang berhubungan dengan Pembela HAM. Selanjutnya, penulis
akan menelusuri isl Peraturan KOMNAS HAM ini berdasarkan dengan

hukum internasional.
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Menurut Peraturan KOMNAS HAM ini, definisi Pembela HAM
adalah orang dan/atau kelompok dengan berbagai latar belakang, termasuk
mereka yang berasal dari korban, baik secara sukarela maupun
mendapatkan upah, yang melakukan Kerja-kerja pemajuan dan
perlindungan hak asasi manusia dengan cara-cara damai (Pasal 1 angka 1
Peraturan KOMNAS HAM). Maka dari itu, dapat disimpulkan, bahwa
definisi Pembela HAM dalam Peraturan KOMNAS HAM ini sejatinya telah
sesuai dengan yang tercantum dalam Pasal 1 Deklarasi Pembela HAM,
namun Peraturan KOMNAS HAM ini menambahkan “dengan cara-cara
damai” yang mana hal ini juga sesuai dengan Fact Sheet PBB No.29.

Kendati demikian, dalam Pasal 1 ayat 2 Peraturan KOMNAS HAM
ini menyatakan bahwa hak-hak Pembela HAM adalah serangkaian hak asasi
manusia yang diatur dalam hukum nasional dan internasional mengenai hak
asasi manusia yang telah diterima oleh-Negara Republik Indonesia untuk
menunjang kerja-kerja pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia.
Menurut penulis terjadi keambiguitasan di Peraturan KOMNAS HAM ini.
Peraturan KOMNAS HAM ini menyamakan HAM pada umumnya dengan
hak pembelaan HAM.

Yang mana, menurut penulis harus dibedakan antara HAM dengan
hak pembelaan HAM. Hak pembelaan HAM digunakan untuk menunjang
terpenuhinya HAM. Deklarasi Pembela HAM mengakui bahwasannya
terdapat hak dan tanggung jawab individu, kelompok, dan perkumpulan

untuk memajukan penghormatan dan memperkuat pengetahuan mengenai
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hak asasi manusia dan kebebasan dasar di tingkat nasional dan
internasional %’

Deklarasi Pembela HAM mengatur mengenai hak untuk memajukan
penghormatan dan memperkuat HAM, yang mana hal tersebut tentu beda
dengan HAM pada umumnya. HAM pada umumnya mengakui
bahwasannya seseorang tersebut mempunyai HAM, namun tidak
menyatakan bagaimana hak seseorang tersebut memperjuangkan HAM nya,

Sehingga, apabila HAM dan hak Pembela HAM disamakan seperti
yang diatur dalam Peraturan KOMNAS HAM ini, sejatinya sama sekali
belum mengatur mengenai bagaimana penghormatan dan penegakan HAM
dapat ditunjang. Maka dari itu belum jelas apa saja hak-hak Pembela HAM
dalam konteks Peraturan KOMNAS HAM ini. Dengan tidak jelas dan tidak
spesifiknya hak-hak Pembela HAM diatur dalam Peraturan KOMNAS
HAM ini, sejatinya menimbulkan tanda tanya, sebenarnya pelanggaran hak
Pembela HAM yang dimaksud dalam Peraturan KOMNAS HAM ini hak
yang seperti apa.

Dalam Pasal 1 ayat 4 Peraturan KOMNAS HAM ini menyatakan
bahwasannya perlindungan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan
oleh KOMNAS HAM, dengan atau tanpa bekerja sama dengan instansi
lainnya, dengan maksud uuntuk memberikan perlindungan kepada Pembela

HAM vyang dilanggar hak-haknya, baik oleh Individu, kelompok

127 Internet,
https://mwww.ohchr.org/Documents/Issues/Defenders/Declaration/declarationBahasa.pdf,  diakses
pada tanggal 25 Maret 2020.
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masyarakat, institusi swasta maupun negara. Apabila hak-hak Pembela
HAM tidak diatur secara tegas, jelas, dan spesifik, maka tidak ada tolak
ukur dalam hal bagaimana hak-hak Pembela HAM itu dilanggar, sehingga
perlindungan Pembela HAM pun menjadi ambigu.

Selanjutnya, mengenai kualifikasi Pembela HAM, dalam Pasal 5
Peraturan KOMNAS HAM ini menyatakan bahwa Komnas HAM
memberikan perlindungan kepada Pembela HAM yang memenuhi
kualifikasi sebagai berikut:

a) Terbukti melakukan kerja-kerja pemajuan dan perlindungan hak

asasi manusia dengan cara-cara damai.

b) Memiliki kerentanan atas serangan atau pelanggaran hak akibat

dari kerja-kerja pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia.
¢) Menerima universalitas hak asasi manusia.

Berdasarkan ‘hal diatas, dapat penulis simpulkan bahwasannya
kualifikasi Pemhela HAM tersebut sesuai dengan Fact Sheet PBB No.29.
Yang mana pada intinya-menegaskan bahwasannya standar minimum
Pembela HAM adalah bahwa Pembela HAM tersebut melakukan aktivitas
pembelaannya dengan damai serta menerima universalitas hak asasi
manusia, yakni dengan menerima semua HAM yang ada tanpa menolak
HAM lainnya.'?®® Namun, apabila berdasarkan Fact Sheet PBB No.29,

terdapat satu poin standar minimum yang tidak diatur dalam Peraturan

128 Internet, https://www.ohchr.org/Documents/Publications/FactSheet29en.pdf, diakses pada
tanggal 25 Maret 2020.
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KOMNAS HAM ini, yaitu mengenai terbebas dari dikotomi benar atau
salah, yang artinya selama lingkup pembelaan tersebut dalam lingkup
pembelaan HAM, terlepas dari yang dibela adalah sesuatu yang salah atau
benar, seseorang tersebut tetap disebut sebagai Pembela HAM.2°

Menurut Fact Sheet PBB No.29, poin tersebut merupakan hal yang
penting, karena di beberapa negara Pembela HAM sering dipersepsikan
oleh negara, bahkan oleh masyarakat, melakukan kesalahan karena
argumennya mendukung salah satu pihak. Menurut Fact Sheet PBB No.29
ini seharusnya terlepas dari benar atau salahnya yang Pembela HAM
tersebut bela, selama aktivitasnya ada dalam cakupan HAM, maka ia tetap
disebut sebagai Pembela HAM,**

Berdasarkan kerangka hukum nasional Indonesia, kedudukan
Peratuan KOMNAS HAM ini diatur dalam pasal 8 ayat 1 dan 2 Undang
Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan, yang menyatakan bahwa

a) Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 7 ayat 1 mencakup peraturan yang
ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan
Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah
Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan,
Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau
komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang
atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota,
Kepala Desa atau yang setingkat.

b) Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud
pada ayat diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan

129 |bid
130 |bid
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hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan
Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk
berdasarkan kewenangan.

Menurut Penulis, Peraturan KOMNAS HAM ini lebih berbicara
mengenai bagaimana melindungi Pembela HAM. Peraturan ini lebih
mengarah mengatur mengenai mekanisme kerja KOMNAS HAM.
Peraturan ini bukan mengakui dan mengatur bagaimana hak dan aktivitas
Pembela HAM. Dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang
HAM tidak tertera frasa yang mengamanatkan KOMNAS HAM untuk
membuat  peraturan _mengenai pelindungan terhadap Pembela
HAM.Sejatinya Peraturan KOMNAS HAM ini akan lebih efektif apabila
terdapat Undang-Undang atau Peraturan Perundang-undangan yang lebih
tinggi, yang mengatur secara tegas dan jelas mengenai pelindungan
terhadap Pembela HAM dan setelah itu mengamanatkan KOMNAS HAM
secara khusus untuk mengatur bagaimana prosedur perlindungan Pembela

HAM.

2. Hak-hak Pembela HAM dalam Hukum Nasional

Dalam peraturan hukum nasional Indonesia, selain Peraturan
KOMNAS HAM diatas, tidak ada satu aturan pun yang mengatur
spesifik mengenai Pembela HAM. Indonesia sudah mengakui Deklarasi
Universal Hak Asasi Manusia (UDHR) dan sudah meratifikasi ICCPR

dengan diundangkannya Undang Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang
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Pengesahan International Covenant On Civil and Political Rights (
Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik).

Namun dalam kaitannya dengan Pembela HAM, UDHR dan
ICCPR masih melindungi secara umum, karena tidak mengatur secara
spesifik mengenai Pembela HAM. Kendati demikian pun, penulis akan
menguraikan hak-hak Pembela HAM dari hukum internasional ke hak-
hak yang dapat dikategorikan sebagai hak Pembela HAM dalam konteks
hukum nasional Indonesia,yang tersebar dalam beberapa peraturan

perundang-undangan Indonesia, hak-hak tersebut adalah:

a) Hak Kebebasan Berpendapat

Dalam Undang Undang Dasar 1945 ( selanjutnya disebut UUD
1945), HAM diatur dalam pasal 28. Pasal 28 UUD 1945 tersebut
mengatur mengenai hak hak apa saja‘yang dijamin oleh negara. Apabila
dikaitkan dengan hak Pembela HAM, UUD 1945 mengatur mengenai
hak kebebasan berpendapat dalam Pasal 28 huruf E ayat 2 yang
menyatakan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan meyakini
kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati
nuraninya. Selain itu, ditegasksan pula pada pasal 28 E ayat 3 bahwa
setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan
mengeluarkan pendapat. Selanjutnya, dalam pasal 28 huruf F juga

menyatakan bahwa
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setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh
informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan
sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh,
memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan
informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang
tersedia
Sementara itu dalam Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999
tentang Hak Asasi Manusia (selanjutnya disebut dengan UU HAM),
hak kebebasan berpendapat diatur dalam pasal 14 yang menyatakan

bahwa

1) Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan
memperoleh informasi  yang diperlukan  untuk
mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya.

2) Setiap orang berhak untuk mencari, memperoleh,
memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan
informasi dengan menggunakan segala jenis sarana yang

tersedia.

Selanjutnya hak kebebasan berpendapat juga diatur dalam Pasal 23
ayat 2 UU HAM, yang menyatakan

setiap orang bebas untuk mempunyai, mengeluarkan dan
menyebarluaskan pendapat sesuai hati nuraninya, secara lisan dan
atau tulisan melalui media cetak maupun elektronik dengan
memperhatikan  nilai-nilai agama, kesusilaan, ketertiban,
kepentingan umum, dan keutuhan bangsa.

Lebih dari pada itu, dalam Pasal 24 UU HAM menyatakan bahwa

setiap orang berhak untuk berkumpul, berapat, dan berserikat untuk

maksud-maksud damai. Selanjutnya dalam Pasal 25 UU HAM ditegaskan
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pula bahwa setiap orang berhak untuk menyampaikan pendapat di muka
umum, termasuk hak untuk mogok sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

Kebebasan berpendapat secara lebih spesifik juga diatur dalam
Undang Undang Nomor 9 tahun 1998 tentang Kemerdekaan
Menyampaikan Pendapat di Muka Umum. Dalam Pasal 2 Undang Undang
Nomor 9 tahun 1998 ini ditegaskan bahwa setiap warga negara, secara
perorangan atau kelompok, bebas menyampaikan pendapat sebagai
perwujudan hak dan tanggung jawab berdemokrasi dalam kehidupan
bermasyarakat, barbangsa, dan bernegara.

Selanjutnya, ditegaskan pula dalam Pasal 5 Undang Nomor 9 tahun
1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum ini
yang menyatakan bahwa warga negara yang menyampaikan pendapat di

muka umum berhak untuk:

1) Mengeluarkan pikiran secara bebas

2) Memperoleh pelindungan hukum

Selain itu, Indonesia juga sudah meratifikasi ICCPR dan diatur
dalam Undang Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan
International Covenant On Civil and Political Rights ( Kovenan
Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik ). Hak kebebasan

berpendapat diatur dalam Pasal 19 yang menyatakan bahwa
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1) Setiap orang berhak untuk berpendapat tanpa campur tangan.

2) Setiap orang berhak atas kebebasan untuk menyatakan pendapat;
hak ini termasuk kebebasan untuk mencari, menerima dan
memberikan informasi dan pemikiran apapun, terlepas dari
pembatasan-pembatasan secara lisan, tertulis, atau dalam bentuk
cetakan, karya seni atau melalui media lain sesuai dengan
pilihannya.

3) Pelaksanaan hak-hak yang diicantumkan dalam ayat 2 pasal ini
menimbulkan kewajiban dan tanggung jawab khusus. Oleh
karenanya dapat dikenai pembatasan tertentu, tetapi hal ini
hanya dapat dilakukan seesuai dengan hukum dan sepanjang
diperlukan untuk:

a) Menghormati hak atau nama baik orang lain;
b) Melindungi keamanan nasional atau ketertiban umum

atau kesehatan atau moral umum

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat dimengerti bahwa kebebasan
berpendapat di peraturan hukum nasional Indonesia masih secara umum,
yang mana pada intinya menyatakan bahwa setiap orang mempunyai hak
untuk berpendapat, namun tidak mengatur lebih lanjut mengenai bagaimana
seseorang tersebut memperjuangkan haknya dalam hal ini adalah kebebasan
berpendapat. Maka dari itu, apabila dikaitkan dengan peraturan hukum

internasional mengenai kebebasan berpendapat, sejatinya sudah sesuai
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dengan Pasal 19 UDHR, dan memang sesuai dengan Pasal 19 ICCPR karena
Indonesia sudah meratifikasi ICCPR dengan memasukkan ke produk
hukum nasional yaitu dalam Undang Undang Nomor 12 Tahun 2005
tentang Pengesahan International Covenant On Civil and Political Rights.
Namun apabila dikaitkan dengan Deklarasi Pembela HAM, yang mana
Deklarasi Pembela HAM bukan merupakan hard law (tidak mempunyai
kekuatan hukum), namun merupakan soft law (mengikat secara moral).
Yang mana dalam Deklarasi Pembela HAM tidak hanya berbicara mengenai
bahwa seseorang tersebut mempunyai hak, namun juga terdapat unsur untuk
menarik perhatian.

Sehingga apabila dikaitkan dengan hak-hak Pembela HAM
sejatinya tidak cukup bahwa seseorang tersebut dinyatakan mempunyai hak
untuk berpendapat, namun juga mengenai bagaimana menggunakan
pendapat tersebut untuk ‘kepentingan.-pemajuan dan penegakan HAM.
Menurut penulis unsur menarik perhatian sangat penting untuk pemajuan
dan penegakan HAM, karena berkaitan dengan mengkampanyekan dan
mempromosikan HAM. Sejatinya dengan adanya unsur menarik perhatian
tersebut seharusnya tidak ada batasan dalam hal ketertiban umum atau
semacamnya, karena menarik perhatian masyarakat sudah pasti
bersinggungan langsung dengan ketertiban umum, menurut penulis selama
hak kebebasan berpendapat tersebut dilakukan dengan cara-cara damai serta
berdasarkan prinsip-prinsip HAM dan kebebasan dasar, maka seharusnya

tidak ada pembatasan dengan dalih ketertiban umum atau semacamnya.
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b) Hak untuk berpartisipasi aktif dalam urusan pemerintahan dan publik.

Mengenai hak untuk berpartisipasi aktif dalam urusan urusan
pemerintahan dan publik, dalam UUD 1945 sejatinya tidak ada yang
mengatur secara rinci dan spesifik, namun terdapat pasal yang dapat
diartikan mengatur hak itu, yaitu dalam pasal 28 D ayat 3 yang menyatakan
bahwa “setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama
dalam pemerintahan.” Selanjutnya, dalam UU HAM, hak untuk
berpartisipasi aktif dalam urusan pemerintahan dan publik diatur dalam

pasal 43 yang menyatakan

1) Setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam
pemilinan  umum _berdasarkan persamaan hak melalui
pemungutan Suara-yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur
dan adil sesuai dengan - ketentuan peraturan perundang-
undangan.

2) Setiap warga negara berhak turut serta dalam pemerintahan
dengan langsung atau dengan perantaraan wakil yang dipilihnya
dengan bebas, menurut cara yang ditentukan dalam peraturan
perundang-undangan.

3) Setiap warga negara dapat diangkat dalam setiap jabatan

pemerintahan.
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Serta dalam Pasal 44 UU HAM menyatakan bahwa

Setiap orang berhak sendiri maupun bersama-sama berhak
mengajukan pendapat, permohonan, pengaduan, dana atau usaha
kepada pemerintah dalam rangka pelaksanaan pemerintahan yang
bersih, efektif, dan efisien, baik dengan lisan maupun dengan tulisan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam Pasal 25 Undang Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang
Pengesahan International Covenant On Civil and Political Rights
ditegaskan bahwa setiap ~warga negara harus mempunyai hak dan
kesempatan, tanpa pembedaan apapun sebagaimana yang dimaksud dalam

pasal 2 dan tanpa pembatasan yang tidak layak, untuk:

1) Ikut serta dalam pelaksanaan urusan pemerintahan, baik secara
langsung ataupun melalui wakil-wakil yang dipilih secara bebas

2) Memilih dan dipilih pada pemilihan umum berkala yang murni,
dan dengan hak pilih yang universal dan sama, serta dilakukan
melalui pemungutan suara secara rahasia untuk menjamin
kebebasan menyatakan keinginan dari para pemilih

3) Memperoleh akses pada pelayanan umum di negaranya atas

dasar persamaan dalam arti umum.

Mengenai hak untuk berpartisipasi aktif dalam urusan pemerintahan
dan publik, dalam hukum indonesia pada intinya sudah sesuai dengan
UDHR, ICCPR, adalah yaitu mengenai hak untuk dipilih dan memilih

dalam pemilihan umum serta kesamaan hak untuk menjadi pejabat
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pemerintahan ( Pasal 21 UDHR dan Pasal 25 ICCPR). Selain itu juga
apabila dikaitkan dengan Deklarasi Pembela HAM sejatinya sudah cukup
sesuai yaitu masyarakat dapat mengajukan pendapat, permohonan,
pengaduan, dana atau usaha kepada pemerintah dalam rangka pelaksanaan
pemerintahan yang bersih, efektif, dan efisien, baik dengan lisan maupun

dengan tulisan ( Pasal 8 Deklarasi Pembela HAM)

Namun menurut hemat penulis, hak-hak Pembela HAM dalam hal
hak untuk berpartisipasi aktif dalam urusan pemerintahan dan publik, dalam
peraturan hukum nasional Indonesia, tidak se-spesifik apa yang tercantum
dalam Deklarasi Pembela HAM. Dalam redaksional Deklarasi Pembela
HAM terdapat diksi “kritik” dan frasa “menarik perhatian menarik perhatian
pada setiap aspek dari pekerjaan mereka (pemerintah) yang dapat
menghalangi atau mengganggu pemajuan, perlindungan dan pelaksanaan
hak asasi manusia dan kebebasan dasar”. Berdasarkan ini dapat dilihat
bahwa sejatinya setiap orang berhak untuk mengkritik pemerintah guna
memperbaiki fungsi pemerintah dan mempunyai hak untuk menarik
perhatian segala aspek pemerintahan yang dinilai dapat menghalangi atau
mengganggu pemajuan, perlindungan dan pelaksanaan hak asasi manusia

dan kebebasan dasar.

Apabila dikaitkan dengan hukum indonesia, tidak ada diksi “kritik”.
Kritik dalam hukum Indonesia tidak terdapat batasannya seperti apa.

Sehingga mengkritik dapat berpotensi dianggap menghina, karena dalam
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peraturan hukum nasional hanya menyatakan secara umum yaitu dalam hal
pendapat dan pengaduan ehingga pada saat para Pembela HAM
menggunakan hak “kritik” nya dan menarik perhatian masyarakat, tindakan
tersebut dapat dianggap mengganggu ketertiban umum, dan potensi untuk
dikriminalisasikan. Sehingga apabila tidak ada diksi yang tegas jelas dan
spesifik mengenai bahwasannya setiap orang mempunyai hak untuk
mengkritik pemerintah dan mempunyai hak untuk menarik perhatian
masyarakat atas segala aspek dalam pemerintahan yang berpotensi
menghalangi pemajuan dan penegakan HAM ( Pasal 8 Deklarasi Pembela
HAM), sejatinya hal tersebut menghambat aktivitas pembelaan HAM dan

tidak sesuai dengan makna Deklarasi Pembela HAM.

¢) Hak untuk mendapatkan pemulihan dan pelindungan hukum.

Hak untuk mendapatkan pemulihan dan perlindungan dalam UUD
1945, diatur pada pasal 28 huruf D yang menyatakan bahwa “setiap orang
berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang
adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.” Sementara itu, dalam
pasal 28 huruf G juga dinyatakan bahwa

setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga,

kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya,

serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman

ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan

hak asasi.

Selanjutnya, dalam Pasal 28 huruf | UUD 1945 dinyatakan pula

bahwa setiap orang bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas
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dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan
yang bersifat diskriminatif itu. Sementara itu, dalam Pasal 3 ayat 2 UU
HAM juga menyatakan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan,
jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat
kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum. Ditegasksan
pula dalam Pasal 3 ayat 3 UU HAM bahwa setiap orang berhak atas
perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia, tanpa

diskriminasi.

Hak untuk mendapatkan pemulihan dan perlindungan juga kembali

ditegaskan pada Pasal 4 UU HAM yang menyatakan bahwa

1) Setiap orang diakui sebagai manusia pribadi yang berhak
menuntut dan memperoleh perlakuan serta perlindungan yang
sama sesual dengan martabat kemanusiaannya di depan hukum.

2) Setiap orang berhak mendapat bantuan dan perlindungan yang
adil dari pengadilanyang objektif dan tidak berpihak.

3) Setiap orang yang termasuk kelompok masyarakat yang renta
berhak memperoleh perlakuan dan perlindungan lebih

berkenanaan dengan kekhususannya.

Dalam Pasal 12 UU HAM kembali menegaskan bahwa

setiap orang berhak atas perlindungan bagi pengembangan dirinya,
untuk memperoleh pendidikan, mencerdaskan dirinya, dan
meningkatkan kualitas hidupnya agar menjadi manusia yang
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beriman, bertagwa, bertanggung jawab, berakhlak mulia, bahagia,
dan sejahtera sesuai dengan hak asasi manusia.

Lebih dari pada itu, dalam Pasal 28 UU HAM yang menyatakan

bahwa

1) Setiap orang berhak mencari suaka untuk memperoleh
perlindungan politik dari negara lain.

2) Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi
mereka yang melakukan kejahatan nonpolitik atau perbuatan
yang bertentangan dengan tujuan dan prinsip Perserikatan

Bangsa-Bangsa.

Selanjutnya dalam Pasal 29 UU HAM ditegaskan pula bahwa setiap
orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan,
martabat, dan hak miliknya. Selain itu, dalam Pasal 30 UU HAM
menyatakan bahwa setiap orang berhk atas rasa aman dan tenteram serta
perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat

sesuatu.

Sementara itu, dalam Pasal 26 Undang Undang Nomor 12 Tahun
2005 tentang Pengesahan International Covenant On Civil and Political

Rights ditegaskan bahwa

1) Semua orang berkedudukan sama di hadapan hukum dan berhak

atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi apapun.
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2) Dalam hal ini hukum harus melarang diskriminasi apapun, dan
menjamin perlindungan yang sama dan efektif bagi semua orang
terhadap diskriminasi atas dasar apapun seperti ras, warna, jenis
kelamin, bahasa, agama, politik atau pendapat lain, asal-usul

kebangsaan atau sosial, kekayaan, kelahiran atau status lain.

Mengenai hak untuk mendapatkan pemulihan dan pelindungan
hukum, dalam peraturan hukum nasional Indonesia secara umum, sudah
sesuai dengan UDHR. yaitu lebih menjelaskan mengenai bahwa setiap
orang mempunyai hak atas pemulinhan dan pelindungan hukum ( Pasal 7
UDHR). Lebih dari pada itu, dalam UU HAM juga menjamin bahwasannya
setiap orang berhak untuk mendapatkan perlindungan atau suaka politik dari
negara lain. Menurut penulis sejatinya hak untuk mendapatkan pemulihan
dan pelindungan hukum dalam hukum nasional Indonesia belum cukup
memadai, apabila dibandingkan dengan Deklarasi Pembela HAM, karena
tidak ada yang spesifik mengatur pemulihan dan pelindungan hukum dalam

kaitannya dengan aktivitas Pembela HAM.

Dalam konteks hukum nasional, sejatinya perlindungan Pembela
HAM diatur dalam Peraturan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Nomor
5 Tahun 2015 tentang Prosedur Perlindungan terhadap Pembela HAM. Pada
Pasal 6 Peraturan KOMNAS HAM ini menyatakan bahwa KOMNAS HAM
memberikan perlindungan kepada Pembela HAM berdasarkan pengaduan

langsung atau tidak langsung dari korban atau masyarakat, atau atas inisiatif
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KOMNAS HAM. Selanjutnya diatur pula pada pasal 8 nya yang

menyatakan bahwa KOMNAS HAM dapat berinisiatif untuk memberikan

perlindungan terhadap Pembela HAM pada situasi darurat.

Mengenai pelaksanaan pelindungan terhadap Pembela HAM, diatur

dalam pasal 9 yang menyatakan bahwa:

1)

2)

3)

4)

5)

Dalam memberikan perlindungan, Komnas HAM dapat
memberikan surat keterangan kepada Pembela HAM dalam
situasi darurat.

Surat- Keterangan yang dimaksud dalam ayat (1) dapat
digunakan sebagai rujukan-untuk mendapatkan perlindungan
dari LPSK dan/atau lembaga lain terkait.

Dalam memberikan perlindungan, Komnas HAM bekerja sama
dengan kementerian atau lembaga negara terkait, serta
melibatkan partisipasi-masyarakat sipil.

Dalam hal serangan atau pelanggaran terkait dengan kemanan
atau keselamatan Pembela HAM, Komnas HAM dapat bekerjas
sama dengan kementerian atau lembaga yang berwenang untuk
memberikan keamanan dan keselamatan, termasuk tapi tidak
terbatas pada Polri dan LPSK.

Dalam hal serangan atau pelanggaran terkait dengan sector
ketenagakerjaan, Komnas HAM dapat bekerjasama dengan

kementerian atau lembaga yang berwenang untuk menjamin
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hak-hak ketenagakerjaan, termasuk tapi tidak terbatas pada

kementerian ketenagakerjaan.

Sementara itu, situasi darurat yang dimaksud dalam Peraturan
KOMNAS HAM ini dinyatakan dalam pasal 10 ayat 1, yang menyatakan
bahwasannya situasi darurat adalah situasi yang memenuhi unsur-unsur
sebagai berikut:

1) Terdapat korban jiwa

2) Terancamnya keselamatan jiwa

3) Berpotensikonflik yang berdampak luas

Selanjutnya, dalam pasal 10 ayat 2 juga menyatakan bahwa dalam
hal KOMNAS HAM menemukan sifat kedaruratan dari suatu pengaduan,
maka KOMNAS HAM melakukan langkah-langkah segera untuk
memastikan keselamatan dari Pembela HAM baik bekerjasama dengan
kementerian atau lembaga yang berwenang, dan/atau oleh KOMNAS HAM
sendiri.

Tindakan-tindakan perlindungan yang akan dilakukan KOMNAS
HAM dalam rangka melindungi Pembela HAM dalam situasi darurat diatur
dalam Pasal 10 ayat 3 Peraturan KOMNAS HAM ini yang menyatakan
bahwa tindakan perlindungan dalam situasi darurat dapat meliputi verifikasi
informasi, pencegahan terlaksananya serangan atau pelanggaran, evakuasi,

penyediaan rumah aman, dan tindakan tindakan lain yang diperlukan.
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Berdasarkan penjelasan diatas, dapat dipahami bahwa KOMNAS
HAM akan memberikan pelindungan terhadap Pembela HAM yang dalam
keadaan situasi darurat yaitu terdapat korban jiwa, terancamnya
keselamatan jiwa, berpotensi konflik yang berdampak luas. Menurut penulis
pelindungan terhadap Pembela HAM tidak hanya apabila pada situasi
darurat melainkan pada setiap aktivitas pembelaannya, karena ancaman atau
intimidasi yang diterima oleh Pembela HAM bisa saja bersifat langsung
pada saat pembelaan, sehingga pelindungan yang diberikan tidak efektif.
Selanjutnya tidak dijelaskan lebih rinci tindakan-tindakan yang
dimaksudkan untuk melindungi Pembela HAM dalam Peraturan KOMNAS
HAM ini, tindakan-tindakan yang dicantumkan masih bersifat sangat luas
dan abstrak. Pendefinisian serta mekanisme tindakan-tindakan untuk
melindungi Pembela HAM dalam Peraturan KOMNAS HAM seharusnya
diatur secara lebih konkrit'dan spesifik.

Pengaturan mengenai Pembela HAM secara spesifik dalam hukum
nasional masih sebatas Peraturan KOMNAS HAM. Padahal dalam Pasal 12
ayat 2 Deklarasi Pembela HAM sudah menyatakan bahwa negara harus
melakukan langkah-langkah konkrit oleh badan yang berwenang terhadap
setiap orang, secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, terhadap setiap
pelanggaran, ancaman, balas dendam, diskriminasi de facto atau de jure

yang bersifat sebaliknya, tekanan atau tindakan sewenang-wenang lainnya

126



sebagai akibat dari tindakan mereka yang sah dalam melaksanakan hak-hak
yang disebutkan dalam Deklarasi ini.**!

Maka pertanyaan yang timbul adalah apakah KOMNAS HAM
merepresentasikan negara? Tentu tidak. KOMNAS HAM merupakan
lembaga mandiri yang kedudukannya setingkat dengan lembaga negara
lainnya yang berfungsi melaksanakan pengkajian, penelitian, penyuluhan,
pemanatauan, dan mediasi hak asasi manusia (Pasal 1 ayat 7 Undang
Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia). Dengan hanya
Peraturan KOMNAS HAM ini tentu pelindungan yang diberikan tidak
efektif. Peraturan KOMNAS HAM hanya mengatur bagaimana KOMNAS
HAM hekerja mengenai mekanisme pelindungan Pembela HAM, yang
artinya tentu Peraturan KOMNAS HAM ini tidak mengikat secara hukum
pihak-pihak lain seperti Pemerintah, Polri, Tentara, dan lain sebagainya
yang berkaitan dengan aktivitas pembelaan HAM.

Apabila menggunakan definisi Pembela HAM, yaitu setiap individu
ataupun kelompok yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama
melakukan pemajuan dan penegakan HAM ( Pasal 1 Deklarasi Pembela
HAM), maka tentu KOMNAS HAM merupakan Pembela HAM. Artinya
Peraturan KOMNAS HAM ini semata-mata merupakan pelindungan dari
Pembela HAM untuk Pembela HAM itu sendiri. Maka dari itu

perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia

Blnternet,
https://mwww.ohchr.org/Documents/Issues/Defenders/Declaration/declarationBahasa.pdf,  diakses
pada tanggal 25 Maret 2020
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yang tanggung jawab utamanya berada di pihak Pemerintah, sejatinya perlu
dipertanyakan.

Padahal dalam Pasal 12 ayat 2 Deklarasi Pembela HAM
menegaskan bahwasannya setiap orang berhak untuk mendapat
perlindungan efektif di bawah undang-undang nasional dalam rangka
bereaksi terhadap atau menentang, lewat cara-cara damai, kegiatan dan
tindakan, termasuk kelalaian oleh Negara.'®? Artinya mekanisme
perlindungan yang diperlukan adalah dalam bentuk undang undang. Yang
mana apabila berbentuk undang-undang, dapat mengikat secara hukum
terhadap semua pihak, sehingga keefektifan yang ditegaskan dalam
Deklarasi Pembela HAM tersebut dapat dijalankan. Berdasarkan hal
tersebut = dapat dimengerti bahwasannya Indonesia sejatinya belum
mempunyai undang-undang yang secara khusus dapat memberikan
pelindungan ecara efektif terhadap aktivitas-aktivitas atau hak-hak Pembela
HAM.

Namun secara khusus-dalam lingkup lingkungan hidup, sejatinya
Pembela HAM mendapatkan pelindungan hukum dalam aktivitasnya,
sebagaimana diatur dalam Pasal 66 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009
tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang menyatakan

bahwa setiap orang yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang

132Internet,
https://mwww.ohchr.org/Documents/Issues/Defenders/Declaration/declarationBahasa.pdf,  diakses
pada tanggal 25 Maret 2020
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baik dan sehat tidak dapat dituntut secara pidana maupun digugat secara
perdata.

Berdasarkan pasal ini dapat dipahami bahwa siapa saja yang
memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat tidak dapat
dipidana maupun perdata. Artinya, Pembela HAM yang dalam aktivitasnya
dala rangka membela hak lingkungan, sejatinya mendapatkan pelindungan
hukum dalam aktivitasnya. Namun menurut penulis pernyataan
sebagaimana diatur dalam pasal ini direduksi melalui penjelasan pasal 66
ini yang mana menyatakan bahwa

Ketentuan ini- dimaksudkan untuk melindungi korban dan/atau
pelapor yang menempuh cara hukum akibat pencemaran dan/atau
perusakan lingkungan hidup. Perlindungan ini dimaksudkan untuk
mencegah tindakan pembalasan dari terlapor melalui pemidanaan
dan/atau gugatan perdata dengan tetap memperhatikan kemandirian
peradilan.

Berdasarkan penjelasan diatas, menurut penulis, dapat disimpulkan
bahwa pasal 66 ini hanya memberikan perlindungan apabila korban atau
pelapor perusakan lingkungan hidup menggunakan cara hukum. Dalam
kaitannya dengan memperjuangkan haknya, Pembela HAM tidak hanya
menggunakan cara hukum, namun juga dapat melakukan demonstrasi, aksi
protes, melakukan press release di media-media, dan segala hal yang dapat

menarik perhatian masyarakat, sebagaimana diatur juga dalam pasal 6

Deklarasi Pembela HAM. Namun harus dipastikan lagi, bahwa hak
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memperjuangkan lingkungan hidup tersebut harus dilakukan dengan cara-
cara yang damai, sebagaimana diatur dalam Fact Sheet PBB No0.29.13

Maka dari itu, menurut penulis, masih terdapat potensi Pembela

HAM vyang sedang menggunakan haknya untuk memperjuangkan
lingkungan hidup untuk dikriminalisasi dalam aktivitasnya, bisa karena
dituduh menyebar hoax, pencemaran nama baik, ataupun pasal-pasal lain
yang dapat dikenakan terhadap aktivitas-aktivitas Pembela HAM.

Sementara itu, selain dalam Undang-Undang Lingkungan Hidup,

sejatinya Pembela HAM juga mendapatkan pelindungan hukum secara
khusus apabila Pembela HAM tersebut merupakan saksi atau korban dari
suatu tindak pidana. Sebagaimana dapat dilihat dalam Undang-Undang
Republik ‘Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan
Korban. Yang mana dalam pasal 5 menegaskan bahwa saksi dan korban
berhak:

1) Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, Keluarga, dan
harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan
dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya

2) lkut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk
perlindungan dan dukungan keamanan

3) Memberikan keterangan tanpa tekanan

133 |nternet, https://www.ohchr.org/Documents/Publications/FactSheet29en.pdf, diakses pada
tanggal 3 April 2020
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4) Mendapat penerjemah

5) Bebas dari pertanyaan yang menjerat

6) Mendapat informasi mengenai perkembangan kasus

7) Mendapat informasi mengenai putusan pengadilan

8) Mendapat informasi dalam hal terpidana dibebaskan

9) Dirahasiakan identitasnya

10) Mendapat identitas baru.

11) Mendapat tempat kediaman sementara.

12) Mendapat tempat kediaman baru.

13) Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan
kebutuhan

14) Mendapat nasihat hukum.

15) Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu
perlindungan berakhir.

16) Mendapat pendampingan

Selain itu, dalam pasal 6 juga menegaskan bahwasannya

korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat, korban tindak
pidana terorisme, korban tindak pidana perdagangan orang, korban
tindak pidana penyiksaan, korban tindak pidana kekerasan seksual,
dan korban penganiayaan berat, selain berhak sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 5, juga berhak mendapatkan:

a) bantuan medis.

b) bantuan rehabilitasi psikososial dan psikologis.

Selanjutnya, dalam pasal 7 juga menyatakan bahwa setiap Korban

pelanggaran hak asasi manusia yang berat dan Korban tindak pidana
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terorisme selain mendapatkan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5
dan Pasal 6, juga berhak atas kompensasi.

Hak atas pemulihan berupa ganti kerugian terhadap korban tindak
pidana pun tercantum dalam pasal 7A yang menyatakan bahwa korban
tindak pidana berhak memperoleh restitusi berupa:

1) ganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan.

2) ganti kerugian yang ditimbulkan akibat penderitaan yang

berkaitan langsung sebagai akibat tindak pidana.

3) penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis.

Berdasarkan hal diatas dapat disimpulkan, apabila posisi Pembela
HAM adalah menjadi saksi atau korban dalam suatu tindak pidana, terdapat
pemulihan dan perlindungan khusus. Pemulihan yang diberikan dapat
dalam bentuk bantuan medis, bantuan psikososial, bantuan materi, dan lain
sebagainya. Perlindungan yang diberikan terhadap Pembela HAM dapat
berupa perlindungan atas kemanan pribadi, harta, dan keluarganya,
mendapatkan pendampingan, - mendapatkan rumah aman, dan lain
sebagainya. Namun dalam kaitannya dengan aktivitas pembelaan HAM,
sejatinya UU LPSK belum cukup mengakomodir aktivitas-aktivitas dari
pembelaan HAM, karena tidak semua Pembela HAM dalam posisi menjadi
saksi atau korban. Pembela HAM senantiasa hadir untuk memperjuangkan

HAM, tidak terbatas pada posisi menjadi saksi atau korban.

d) Hak untuk pemajuan dan pelindungan HAM
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Mengenai hak untuk pemajuan dan pelindungan HAM, dalam UUD
1945 tidak diatur secara rinci dan spesifik mengenai hak untuk pemajuan
dan perlindungan HAM, namun terdapat pasal yang dapat diartikan secara
umum mengatur mengenai hak itu, yaitu terdapat dalam pasal 28 huruf C
ayat 1 yang menyatakan bahwa

setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan

kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh

manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi

meningkatkan kualitas “hidupnya dan demi kesejahteraan umat

manusia.

Selanjutnya dalam Pasal 28 huruf C ayat ditegaskan pula bahwa
“setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan

haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan

negaranya.”

Sementara itu, hak pemajuan dan pelindungan HAM juga diatur
dalam UU HAM, dinyatakan dalam pasal 7 yang bahwa setiap orang berhak
untuk menggunakan semua upaya hukum nasional dan forum internasional
atas semua pelanggaran hak asasi manusia yang dijamin oleh hukum
Indonesia dan hukum internasional mengenai hak asasi manusia yang telah

diterima negara Republik Indonesia.

Sementara itu dalam UU HAM, pada bab VII tentang partisipasi
masyarakat, yaitu dalam pasal 100 dinyatakan bahwa setiap orang,
kelompok, organisasi politik, organisasi masyarakat, lembaga swadaya

masyarakat, atau lembaga kemasyarakatan lainnya, berhak berpartisipasi
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dalam

perlindungan, penegakan, dan pemajuan hak asasi manusia.

Selanjutnya dalam pasal 101 ditegaskan pula bahwa

bahwa

setiap orang, kelompok, organisiasi politik, organisasi masyarakat,
lembaga swadaya masyarakat, atau lembaga kemasyarakatan
lainnya, berhak menyampaikan lembaga swadaya
masyarakat, atau lembaga kemasyarakatan lainnya, berhak
menyampaikan laporan atas terjadinya pelanggaran hak asasi
manusia kepada Komnas HAM atau lembaga lain yang berwenang
dalam rangka perlindungan, penegakan, dan pemajuan hak asasi
manusia.

Kembali ditegaskan dalam pasal 102, bahwa

setiap orang, kelompok, organisasi politik, organisasi masyarakat,
lembaga swadaya masyarakat, atau lembaga kemasyarakatan
lainnya, berhak untuk mengajukan  usulan mengenai perumusan
dan kebijakan yang berkaitan dengan hak asasi manusia kepada
Komnas HAM dan atau lembaga lainnya.

Lebih dari pada itu, dalam pasal 103 juga menyatakan dengan tegas

Setiap-orang, kelompok,-organisasi politik, organisasi masyarakat,
lembaga swadaya masyarakat, perguruan tinggi, lembaga studi, atau
lembaga kemasyarakatan lainnya, baik secara sendiri-sendiri
maupun kerja sam -dengan Komnas HAM dapat melakukan
penelitian, pendidikan, dan penyebarluasan informasi mengenai hak
asasi manusia.

Selain itu, sejatinya peran Pembela HAM dalam penegakan dan

pemajuan HAM juga dapat dilihat dari sektor pers. Apabila dilihat dalam

Pasal 6 huruf B Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers yang

pada intinya menegaskan bahwa pers nasional melaksanakan peranan dalam

menegakkan nilai-nilai dasar demokrasi, mendorong terwujudnya

supremasi hukum, hak asasi manusia, serta menghormati kebhinekaan.
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Berdasarkan penjelasan diatas, hak atas pemajuan dan penegakan
HAM dalam kerangka hukum nasional sudah cukup sesuai seperti yang
dinyatakan dalam Pasal 1, Pasal 5, Pasal 9, Pasal 13, dan Pasal 18 Deklarasi
Pembela HAM, yang pada intinya menegaskan bahwa setiap orang berhak
untuk melakukan upaya hukum nasional dan upaya hukum internasional
dalam kaitannya terdapat pelanggaran hak asasi manusia, serta setiap orang
berhak melakukan pengajuan atau pengaduan apabila terjadi pelanggaran

HAM.

3. Peraturan Hukum Nasional mengenai Peran Negara

terkaitPelindungan Hukum terhadap Pembela HAM.

Pada prinsipnya, dalam hukum HAM, negara atau pemerintah
mempunyai kedudukan sebagai pemangku kewajiban (duty bearer) dan
individu - individu-yang berdiam di wilayah jurisdiksinya sebagai
pemegang hak (rights holder).*** Kewajiban yang diemban negara adalah
kewajiban untuk menghormati (to respect), kewajiban untuk memenubhi (to
fulfill), dan kewajiban untuk melindungi (to protecty HAM bagi

warganya.'®

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa negara lah
faktor terpenting penting dalam kaitannya dengan pemajuan, pemenuhan,

dan melindungi HAM. Berkaitan dengan Pembela HAM, sebagaimana

134 Rahayu, loc.cit, hal. 91
135 Ibid
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sudah diuraikan sebelumnya bahwa peraturan hukum nasional yang secara
tegas berbicara mengenai Pembela HAM hanya sebatas Peraturan
KOMNAS HAM. Maka dari itu dalam kaitannya dengan pelindungan
hukum terhadap Pembela HAM, yang mana pemerintah memegang
tanggung jawab utama dalam pelindungannya, perlu kiranya melihat
peraturan-peraturan mengenai bagaimana peran negara terhadap

pelindungan hukum terhadap Pembela HAM.

Indonesia telah mengakui Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia
dan telah meratifikasi ICCPR dengan diundangkannya Undang Undang
Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant On
Civil and Palitical Rights ( Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil

dan Politik) serta beberapa instrumen HAM internasional lainnya.

Namun pun demikian, apabila dikaitkan dengan Pembela HAM,
yang mana diatur secara spesifik dalam bentuk soft law yaitu Deklarasi
Pembela HAM, instrumen-instrumen yang telah diratifikasi belum memuat
dengan tegas dan jelas mengenai Pembela HAM sebagaimana diatur dalam

Deklarasi Pembela HAM.

Instrumen-instrumen yang diratifikasi oleh Indonesia seperti
Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against
Women, International Convention on the Elimination of All Forms of
Racial Discrimination 1965 , International Covenant on Economic, Social,

and Cultural Rights, International Covenant on Civil and Political Rights,
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pada intinya berfokus pada seseorang tersebut berhak atas HAMnya, namun
tidak menyatakan bagaimana seseorang tersebut memperjuangkan
HAMnya. Kendati demikian, penulis Kira sangat penting menguraikan
peraturan-peraturan hukum nasional, yang dapat dikategorikan sebagai
peran negara dalam pelindungan hukum terhadap Pembela HAM, walaupun

tidak eksplisit berbicara mengenai Pembela HAM.

Pelindungan hukum yang dapat diterapkan terhadap Pembela HAM
dapat dilihat dalam Pasal 28 | ayat 1. UUD 1945 yang menegaskan
bahwasannya perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak
asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah. Hal ini
ditegaskan pula dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999
tentang Hak Asasi Manusia yang menyatakan bahwa perlindungan,
pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia terutama menjadi

tanggung jawab Pemerintah:.

Selanjutnya dalam pasal 71 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999
tentang Hak Asasi Manusia kembali menegaskan bahwasannya

pemerintah wajib dan bertanggung jawab menghormati, melindungi,
menegakkan, dan memajukan hak asasi manusia yang diatur dalam
Undang-undang ini, peraturan perundang-undangan lain, dan hukum
internasional tentang hak asasi manusia yang diterima oleh negara
Republik Indonesia.

Apabila dikaitkan dengan Deklarasi Pembela HAM, yang mana

ditegaskan dalam pasal 2 yang menyatakan bahwasannya setiap negara

mempunyai tanggung jawab dan tugas utama untuk melindungi,
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memajukan dan melaksanakan semua hak asasi manusia dan kebebasan
dasar maka sejatinya Pasal 28 | UUD 1945, dan Pasal 8 dan Pasal 71 UU
HAM sudah sesuai dengan Deklarasi tersebut, yang mana yang mempunyai
tanggung jawab utama untuk melindungi, memajukan, dan melaksanakan

hak asasi manusia adalah pemerintah.

Sementara itu, dalam Pasal 72 Undang-Undang Nomor 39 Tahun
1999 tentang Hak Asasi Manusia menyatakan pula bahwa kewajiban dan
tanggung jawab Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam pasal 71,
meliputi langkah implementasi yang efektif dalam bidang hukum, politik,

ekonomi, sosial, budaya pertahanan keamanan negara, dan bidang lain.

Hal diatas juga sejalan dengan pasal 2 Deklarasi Pembela HAM
yang mana menegaskan bahwasannya*
Negara harus mengambil-langkah-langkah yang mungkin perlu
untuk menciptakan semua kondisi yang dibutuhkan dalam bidang
sosial, ekonomi, politik maupun-bidang-bidang lain serta jaminan
hukum yang diperlukan untuk menjamin bahwa semua orang di
bawah jurisdiksinya, secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama,
dapat menikmati semua hak dan kebebasan ini dalam praktik.
Dalam hal ini, Pasal 71 UU HAM sejatinya juga sudah menegaskan
bahwa negara juga harus mengambil langkah-langkah implementasi yang

efektif dalam rangka pemajuan hak asasi manusia dalam bidang hukum,

politik, ekonomi, sosial, budaya pertahanan kemanan negara dan bidan lain.

138nternet,
https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Defenders/Declaration/declarationBahasa.pdf,  diakses
pada tanggal 25 Maret 2020
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Pemajuan hak asasi manusia dalam penelitian ini, menurut penulis berkaitan
dengan diimplementasikannya Deklarasi Pembela HAM dalam peraturan

hukum nasional Indonesia.

Berdasarkan Pasal 2 ayat 1 Deklarasi Pembela HAM, menegaskan
bahwa langkah-langkah yang diperlukan dalam rangka pemajuan hak asasi
manusia adalah langkah-langkah yang efektif. Langkah-langkah efektif
sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 1, diatur dalam Pasal 2 ayat 2
yang menyatakan bahwa setiap negara harus mengambil langkah-langkah
legislatif, administratif dan lain-fain.yang mungkin perlu untuk memastikan
bahwa hak dan kebebasan yang terdapat di dalam Deklarasi ini dijamin
secara efektif. Artinya langkah-langkah yang efektif adalah dengan
mengambil langkah-langkah legislatif, administratif, dan lain lain untuk
memastikan bahwa hak dan kebebasan yang terdapat di dalam Deklarasi
Pembela HAM dapat dijamin.

Apabila berkaca pada Pasal 72 UU HAM, yang mana pada intinya
hanya menegaskan bahwa pemerintah akan melakukan langkah-langkah
implementatif dalam rangka pemajuan hak asasi manusia, menurut penulis
langkah-langkah pemajuan hak asasi manusia disini sejatinya tidak sejalan
dengan Deklarasi Pembela HAM, yang menegaskan bahwa setiap negara
memastikan hak dan kebebasan yang terdapat dalam Deklarasi Pembela
HAM dijamin ( Pasal 2 Deklarasi Pembela HAM). Namun nyatanya, dalam

peraturan hukum nasional Indonesia, masih mengatur HAM secara umum,
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belum ada peraturan-peraturan yang dapat mengatur dan memastikan hak
dan kebebasan yang terdapat dalam Deklarasi Pembela HAM dapat dijamin.

Sementara itu, eksistensi Deklarasi Pembela HAM dalam peraturan
hukum nasional Indonesia secara tegas dapat dilihat dalam Peraturan Kepala
Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 Tentang
Implementasi  Prinsip Dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam
Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia yang mana
pada pasal 7 menyatakan bahwa setiap anggota Polri wajib memahami
instrumen internasional tentang standar minimal perlindungan warga negara
yang mengatur secara langsung dan tidak langsung tentang hubungan
anggota Polri dengan HAM, dalam huruf P tercantum Deklarasi Pembela
Hak Asasi Manusia tahun 1998.

Berdasarkan penjelasan diatas, menurut penulis dapat dimengerti
bahwa sejatinya keberadaan Deklarasi Pembela HAM dalam peraturan
hukum nasional Indonesia sudah mulai diakui. Namun pun demikian, sifat
dari Deklarasi Pembela HAM adalah soft law, tidak mempunyai kekuatan
hukum. Menurut penulis biarpun telah dicantumkan bahwa Polri wajib
memahami Deklarasi Pembela HAM, tetap saja hal itu merupakan tindakan
yang tidak efektif, karena tidak adanya peraturan hukum nasional Indonesia
yang mengimplementasikan Deklarasi Pembela HAM secara spesifik dalam
kerangka hukum nasional.

Artinya, apabila hanya sebatas memahami Deklarasi Pembela HAM

dalam instrumen hukum internasional, namun tidak mengimplementasikan
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Deklarasi Pembela HAM dalam kerangka hukum nasional agar mempunyai
kekuatan hukum mengikat, merupakan hal yang sia-sia. Apabila dilihat dari
satu sisi, memang Polri mengakui Deklarasi Pembela HAM, namun disisi
lain tidak ada jaminan dan sanksi yang jelas apabila Polri melanggar
Deklarasi Pembela HAM tersebut, sehingga memang dibutuhkan
mekanisme nasional dalam kaitannya dengan Pembela HAM, agar terdapat
kekuatan hukum dan kepastian hukum mengenai keberadaan Pembela

HAM.

Tabel Peraturan Hukum Internasional dan Hukum Nasional terkait

Pelindungan Hukum terhadap Pembela HAM.

141



N TOPIK Peraturan Hukum Peraturan Keterangan
@] Internasional Hukum
terkait pelindungan | Nasional terkait
hukum terhadap pelindungan
Pembela HAM hukum
terhadap
Pembela HAM

1. | Hak UDHR: UUD 1945: Kebebasan

kebebasan berpendapat

berpendapa | Pasal 19 menyatakan | Pasal 28 huruf E | dalam peraturan

t

bahwa setiap orang
berhak atas kebebasan
mempunyai dan
mengeluarkan

pendapat; dalam. hal
ini termasuk
kebebasan menganut
pendapat tanpa
mendapat gangguan,
dan untuk = mencari,

menerima dan
menyampaikan
keterangan-
keterangan dan

pendapat dengan cara
apa pun dan dengan
tidak memandang
batas-batas.

ICCPR:

Pasal 19 menyatakan
bahwa

4) Setiap orang
berhak untuk
berpendapat tanpa
campur tangan.

5) Setiap orang
berhak atas
kebebasan untuk
menyatakan
pendapat; hak ini
termasuk

kebebasan untuk
mencari,

menerima dan

ayat 2
menyatakan
bahwa setiap
orang berhak atas
kebebasan
meyakini
kepercayaan,
menyatakan
pikiran dan sikap,
sesuai dengan
hati nuraninya.

Pasal 28 huruf E
ayat 3 bahwa
setiap orang
berhak atas
kebebasan
berserikat,
berkumpul
mengeluarkan
pendapat

dan

pasal 28 huruf F

juga menyatakan
bahwa setiap
orang berhak
untuk

berkomunikasi
dan memperoleh

informasi  untuk
mengembangkan
pribadi dan
lingkungan
sosialnya, serta
berhak untuk

hukum nasional
Indonesia masih
secara umum,
yang mana pada
intinya
menyatakan
bahwa  setiap
orang
mempunyai hak
untuk
berpendapat,
namun tidak
mengatur lebih
lanjut mengenai
bagaimana
seseorang
tersebut
memperjuangka
n

Maka dari
apabila
dikaitkan
dengan
peraturan
hukum
internasional
mengenai
kebebasan
berpendapat,
sejatinya sudah
sesuai  dengan
UDHR, dan
memang sesuai
dengan ICCPR
karena

itu,
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memberikan
informasi dan
pemikiran

apapun, terlepas
dari pembatasan-
pembatasan
secara lisan,
tertulis, atau
dalam bentuk
cetakan, karya

seni atau melalui
media lain sesuai

dengan
pilihannya.

6) Pelaksanaan hak-
hak yang

diicantumkan
dalam ayat-2 pasal
ini _menimbulkan
kewajiban  dan
tanggung  jawab
Khusus. Oleh
karenanya * dapat
dikenai
pembatasan
tertentu, tetapi hal
ini “hanya dapat
dilakukan--sesuai
dengan - hukum
dan sepanjang
diperlukan-untuk:
3) Menghormati hak
atau nama baik

orang lain;

4) Melindungi
keamanan
nasional atau
ketertiban umum
ataU  kesehatan

atau moral umum
Deklarasi Pembela
HAM:
Pasal 6, menyatakan
bahwa

mencari,
memperoleh,
memiliki,
menyimpan,
mengolah, dan
menyampaikan
informasi dengan

menggunakan
segala jenis
saluran yang
tersedia.

UU Nomor 39
tahun 1999
tentang Hak

Asasi Manusia:

Pasal 14
menyatakan
bahwa

1. Setiap - orang
berhak untuk
berkomunikas
i dan
memperoleh
informasi
yang
diperlukan
untuk
mengembang
kan  pribadi
dan
lingkungan
sosialnya.

2. Setiap orang
berhak untuk
mencari,
memperoleh,
memiliki,
menyimpan,
mengolah,
dan
menyampaika
n informasi
dengan

Indonesia sudah
meratifikasi
ICCPR dengan
memasukkan ke
produk hukum
nasional  yaitu
dalam Undang
Undang Nomor
12 Tahun 2005
tentang
Pengesahan
International
Covenant  On
Civil and
Political Rights.

Namun apabila
dikaitkan
dengan
Deklarasi
Pembela HAM,
yang mana
Deklarasi
Pembela HAM
bukan
merupakan hard
law (tidak
mempunyai
kekuatan
hukum), namun
merupakan soft
law ( tidak
mempunyai
kekuatan
hukum), namun
mengikat secara
moral. Yang
mana dalam
Deklarasi
Pembela HAM
tidak hanya
berbicara
mengenai
bahwa
seseorang
tersebut

143




Setiap orang

mempunyai hak,

secara sendiri-sendiri
maupun bersama-
sama:

1. Untuk
mengetahui,
mencari,
memperoleh dan
menyimpan

informasi tentang
semua hak asasi

manusia dan
kebebasan dasar,
termasuk
mempunyai akses
terhadap
informasi
mengenai
bagaimana  hak-
hak dan
kebebasan ini
memberi
pengaruh —dalam
sistem legislatif,
judisial atau
administratif  -di
dalam negeri;

Sebagaimana
ditetapkan dalam
Instrumen hak
asasi manusia dan
instrumen
internasional yang
bisa  diterapkan
lainnya, untuk
menerbitkan
secara bebas,
menanamkan atau
menyebarkan
kepada  orang-
orang lain
pandangan,
informasi
pengetahuan
mengenai semua

dan

menggunakan

segala jenis
sarana yang
tersedia.

Pasal 23 ayat 2
menyatakan
setiap
bebas
mempunyai,
mengeluarkan
dan
menyebarluaskan

orang
untuk

pendapat sesuai
hati  nuraninya,
secara lisan dan
atau tulisan
melalui media
cetak maupun

elektronik dengan
memperhatikan
nilai-nilai -agama,
kesusilaan,
ketertiban,
kepentingan
umum, dan
keutuhan bangsa.

Pasal 24
menyatakan

bahwa setiap
orang berhak
untuk berkumpul,
berapat, dan
berserikat untuk

maksud-maksud
damai.

Pasal 25
menyatakan
bahwa setiap
orang berhak
untuk

menyampaikan
pendapat di muka
umum, termasuk

mempunyai hak,

namun juga
terdapat  unsur
untuk  menarik
perhatian.
Sehingga
apabila
dikaitkan
dengan hak-hak
Pembela HAM
sejatinya tidak
cukup  bahwa
seseorang
tersebut
dinyatakan

mempunyai hak
untuk

berpendapat,
namun juga
mengenai
bagaimana
menggunakan
pendapat
tersebut  untuk
kepentingan
pemajuan dan
penegakan
HAM. Menurut
penulis  unsur
menarik
perhatian sangat
penting  untuk
pemajuan  dan
penegakan
HAM, karena
berkaitan
dengan
mengkampanye
kan dan
mempromosika
n HAM.
Sejatinya
dengan adanya
unsur  menarik
perhatian
tersebut
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hak asasi manusia
dan kebebasan
dasar;

3. Untuk
mempelajari,
mendiskusikan,
membentuk  dan
mempertahankan
pandangan
tentang
kepatuhan,
dalam hukum
maupun  dalam
praktek, mengenai
semua hak . asasi
manusia dan
kebebasan ' dasar
dan, lewat sarana
ini _dan lain-lain
yang pantas,
untuk menarik
perhatian
masyarakat” atas
masalah-masalah
itu.

baik

Pasal 7. menyatakan
bahwa Setiap orang
mempunyai hak,
secara sendiri-sendiri
maupun bersama-
sama, untuk
mengembangkan dan
mendiskusikan
gagasan-gagasan dan
prinsip  hak  asasi
manusia yang baru,
dan untuk
menganjurkan  agar
gagasan dan prinsip
tersebut diterima.

Pasal 8 ayat 2
menegaskan bahwa

hak untuk mogok
sesuai dengan
ketentuan
peraturan
perundang-
undangan.
Undang Nomor
9 tahun 1998
tentang
Kemerdekaan
Menyampaikan
Pendapat:
Pasal 2
menyatakan
bahwa setiap
warga ' negara,
secara

perorangan - atau
kelompok,  bebas
menyampaikan
pendapat sebagai
perwujudan hak
dan tanggung
jawab
berdemokrasi
dalam kehidupan
bermasyarakat,
barbangsa, dan
bernegara.

Undang Undang

Nomor 12
Tahun 2005
tentang
Pengesahan
International
Covenant On
Civil and

Political Rights (

seharusnya
tidak ada
batasan dalam
hal  ketertiban
umum atau
semacamnya,
karena menarik
perhatian
masyarakat
sudah pasti
bersinggungan
langsung
dengan
ketertiban
umum, menurut
penulis selama
hak kebebasan
berpendapat
tersebut
dilakukan
dengan  cara-
cara damai serta
berdasarkan
prinsip-prinsip

HAM dan
kebebasan

dasar, maka
seharusnya
tidak ada
pembatasan
dengan  dalih
ketertiban
umum atau
semacamnya.
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Ini mencakup, antara
lain, secara sendiri-
sendiri maupun
bersama-sama, hak
untuk  mengajukan
kepada badan-badan

pemerintah dan
perwakilan atau
organisasi yang

bersangkutan dengan
urusan-urusan publik,
kritik dan usul guna
memperbaiki  fungsi
mereka dan untuk

menarik  perhatian
pada setiap aspek dari
pekerjaan mereka
yang dapat
menghalangi atau
mengganggu
pemajuan,

perlindungan dan
pelaksanaan hak asasi
manusia dan
kebebasan dasar.

Kovenan
Internasional
tentang Hak-
hak Sipil dan
Politik ):

Pasal 19 yang
menyatakan
bahwa

1.

Setiap orang
berhak untuk
berpendapat
tanpa campur
tangan.
Setiap orang
berhak atas
kebebasan
untuk
menyatakan
pendapat; hak
ini  termasuk
kebebasan
untuk
mencari,
menerima dan
memberikan
informasi dan
pemikiran
apapun,
terlepas dari
pembatasan-
pembatasan
secara lisan,
tertulis, atau
dalam bentuk
cetakan,
karya  seni
atau melalui
media lain
sesuai dengan
pilihannya.
Pelaksanaan
hak-hak yang
diicantumkan
dalam ayat 2
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pasal ini

menimbulkan

kewajiban
dan tanggung
jawab khusus.

Oleh

karenanya

dapat dikenai
pembatasan
tertentu,
tetapi hal ini
hanya dapat
dilakukan
seesuai
dengan
hukum  dan
sepanjang
diperlukan
untuk:

a.. Menghor
mati  hak
atau nama
baik
orang
lain;

b, Melindun
gi
keamanan
nasional
atau
ketertiban
umum
atau
kesehatan
atau
moral
umum

Hak untuk | UDHR: UUD 1945: Menurut hemat
penulis, hak-hak
berpartisip | Pasal 21, menyatakan | Pasal 28 d ayat 3 | Pembela HAM
bahwa menyatakan dalam hal hak
asi  aktif bahwa setiap | untuk

d) Setiap orang | warga negara | berpartisipasi
dalam berhak turut serta | berhak aktif dalam
dalam memperoleh urusan
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urusan

urusan

pemerintah

an

publik.

dan

pemerintahan
negaranya, secara
langsung atau
melalui wakil-
wakil yang dipilih
dengan bebas.
Setiap orang
berhak atas
kesempatan yang
sama untuk
diangkat  dalam
jabatan
pemerintahan
negeranya.
Kehendak rakyat
harus menjadi
dasar kekuasaan
pemerintah;
kehendak ini
harus dinyatakan
dalam pemilihan
umum yang
dilaksanakan
secara berkala dan

murni, dengan
hak —pilih_yang
bersifat ~ umum
dan sederajat,
dengan
pemungutan suara
secara rahasia
ataupun  dengan
prosedur lain yang
menjamin
kebebasan
memberikan
suara.

ICCPR:

Pasal 25, menyatakan
bahwa

Setiap warga negara
harus mempunyai hak

dan

kesempatan,

kesempatan yang
sama dalam
pemerintahan.

Undang Undang
Nomor 39
Tahun 1999
tentang Hak
Asasi Manusia:

Pasal 43 yang
menyatakan
bahwa

1. Setiap warga
negara berhak
untuk_ dipilih
dan ‘memilih
dalam
pemilihan
umum
berdasarkan
persamaan
hak = melalui
pemungutan
suara  yang
langsung,
umum, bebas,
rahasia, jujur
dan adil
sesuai dengan
ketentuan
peraturan
perundang-
undangan.

2. Setiap warga
negara berhak
turut serta
dalam
pemerintahan
dengan
langsung atau
dengan
perantaraan
wakil  yang
dipilihnya

pemerintahan

dan publik,
dalam peraturan
hukum nasional
Indonesia, tidak
se-spesifik apa
yang tercantum
dalam Deklarasi

Pembela HAM.
Dalam
redaksional
Deklarasi
Pembela HAM
terdapat  diksi
“kritik” dan
frasa “menarik

perhatian pada
setiap aspek dari
pekerjaan
mereka
(pemerintah)
yang dapat
menghalangi
atau
mengganggu
pemajuan,
perlindungan
dan pelaksanaan

hak asasi
manusia dan
kebebasan
dasar.”

Berdasarkan ini

dapat dilihat
bahwa sejatinya
setiap orang
berhak  untuk
mengkritik
pemerintah

guna
memperbaiki
fungsi

pemerintah dan
mempunyai hak
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tanpa pembedaan
apapun sebagaimana
yang dimaksud dalam
Pasal 2 dan tanpa
pembatasan yang
tidak layak, untuk:

d) Ikut serta dalam
pelaksanaan

urusan
pemerintahan,
baik secara

langsung ataupun
melalui wakil-
wakil yang dipilih
secara bebas

e)~Memilih dan
dipilih pada
pemilihan - umum
berkala yang
murni, dan
dengan hak -pilih
yang - universal
dan sama, serta

dilakukan melalui
pemungutan suara
secara rahasia
untuk  menjamin
kebebasan
menyatakan
keinginan
para pemilih
f) Memperoleh
akses pada
pelayanan umum
di negaranya atas
dasar persamaan
dalam arti umum.

dari

Deklarasi Pembela

HAM:

Pasal 8, menyatakan
bahwa

dengan bebas,
menurut cara
yang
ditentukan
dalam
peraturan
perundang-
undangan.

3. Setiap warga
negara dapat
diangkat
dalam setiap
jabatan
pemerintahan

Pasal 44
menyatakan
bahwa

Setiap orang
berhak ' -sendiri
maupun bersama-
sama berhak
mengajukan
pendapat,
permohonan,

pengaduan, dana
atau usaha kepada
pemerintah dalam
rangka
pelaksanaan
pemerintahan

yang bersih,
efektif, dan
efisien, baik
dengan lisan

maupun dengan
tulisan sesuai
dengan ketentuan
peraturan
perundang-
undangan.

Undang Undang
Nomor 12

untuk  menarik
perhatian segala
aspek
pemerintahan
yang dinilai
dapat
menghalangi
atau
mengganggu
pemajuan,
perlindungan
dan pelaksanaan
hak asasi
manusia  dan
kebebasan
dasar.

Apabila
dikaitkan
dengan hukum
indonesia, tidak
ada diksi
“kritik”.  Kritik
dalam  hukum
Indonesia tidak
terdapat
batasannya
seperti
Seringkali
mengkritik
dianggap
menghina,
karena
peraturan
hukum nasional
hanya
menyatakan
secara  umum
yaitu dalam hal
pendapat,
pengaduan, dsb,
sehingga pada
saat para
Pembela HAM
menggunakan
hak “kritik” nya

apa.

dalam
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. Setiap orang
mempunyai hak,
secara sendiri-
sendiri  maupun

bersama-sama,
untuk mempunyai
akses secara
efektif, atas dasar
non-diskriminatif,
berpartisipasi
dalam
pemerintahan dan
dalam melakukan
urusan-urusan

publik suatu
negara.
Ini mencakup,

antara lain, secara
sendiri-sendiri
maupun bersama-
sama, hak untuk
mengajukan
kepada @ badan-
badan pemerintah
dan  perwakilan
atau  organisasi
yang
bersangkutan
dengan - urusan-
urusan publik,
kritik dan-—usul
guna
memperbaiki
fungsi mereka dan
untuk  menarik
perhatian ~ pada
setiap aspek dari
pekerjaan mereka
yang dapat
menghalangi atau
mengganggu
pemajuan,
perlindungan dan
pelaksanaan hak
asasi manusia dan
kebebasan dasar.

Tahun 2005
tentang
Pengesahan
International
Covenant On
Civil and

Political Rights:

Pasal 25, yang
menyatakan
bahwa setiap
warga negara
harus mempunyai
hak dan
kesempatan,
tanpa. pembedaan
apapun
sebagaimana
yang". dimaksud
dalam pasal 2 dan
tanpa pembatasan
yang tidak layak,
untuk:

4) 1kut
dalam
pelaksanaan
urusan
pemerintahan
, baik secara
langsung
ataupun
melalui
wakil-wakil
yang dipilih
secara bebas

5) Memilih dan

serta

dipilih  pada
pemilihan
umum

berkala yang

murni,  dan
dengan  hak
pilih yang

universal dan

dan menarik
perhatian
masyarakat,
tindakan
tersebut
dianggap
mengganggu
ketertiban
umum, dan
potensi  untuk
dikriminalisasik
an.  Sehingga
apabila  tidak
ada diksi yang
tegas jelas dan
spesifik
mengenai
bahwasannya
setiap orang
mempunyai hak
untuk
mengkritik
pemerintah dan
mempunyai hak
untuk  menarik
perhatian
masyarakat atas
segala  aspek
dalam
pemerintahan
yang berpotensi
menghalangi
pemajuan
penegakan
HAM, sejatinya
hal tersebut
menghambat
aktivitas
pembelaan
HAM dan tidak
sesuai  dengan
makna
Deklarasi
Pembela HAM.

dan
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sama, serta
dilakukan
melalui
pemungutan
suara secara
rahasia untuk
menjamin
kebebasan
menyatakan
keinginan
dari
pemilih
6) Memperoleh
akses  pada
pelayanan
umum di
negaranya
atas dasar
persamaan
dalam
umum.

para

arti

Hak untuk
mendapatk
an
pemulihan
dan
pelindunga
n hukum

UDHR:

Pasal 7 menyatakan
bahwa semua orang
sama di-depan hukum
dan  berhak--atas
perlindungan hukum
yang sama tanpa
diskriminasi

Pasal 8 menegaskan
bahwa setiap orang

berhak atas
pemulihan yang
efektif dari
pengadilan  nasional

yang kompeten untuk
tindakan-tindakan

yang melanggar hak
dasar yang diberikan
kepadanya oleh

UUD 1945:

Pasal 28 huruf D
menyatakan
bahwa “setiap
orang berhak atas
pengakuan,
jaminan,
perlindungan, dan

kepastian hukum
yang adil serta
perlakuan  yang

sama dihadapan
hukum.

Pasal 28 huruf G
menyatakan

bahwa setiap
orang berhak atas
perlindungan diri

Mengenai  hak
untuk
mendapatkan
pemulihan dan
pelindungan
hukum, dalam
peraturan
hukum nasional

Indonesia secara

umum,  sudah
sesuai  dengan
UDHR dan
ICCPR, vyaitu
lebih
menjelaskan
mengenai
bahwa  setiap
orang

mempunyai hak
atas pemulihan
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undang undang dasar

atau hukum.

ICCPR:

Pasal 2, menyatakan

bahwa

d) Setiap Negara
Pihak pada
Kovenan ini
berjanji untuk

menghormati dan
menjamin hak hak
yang diakui dalam
kovenan _ini bagi
semua orang yang
berada dalam
wilayahnya dan
tunduk pada
wilayah
hukumnya, tanpa
pembedaan
apapun - seperti
ras, warna Kkulit,
jenis kelamin,
bahasa,agama,
politik, atau
pendapat lain,
asal-usul
Kebangsaan-atau
sosial, kekayaan,

kelahiran atau
status lainnya.
Apabila  belum
diatur dalam
ketentuan
perundang-
undangan  atau
kebijaka lainnya
yang ada, setiap
Negara Pihak

dalam  Kovenan
ini berjanji untuk
mengambil
langkah-langkah

pribadi, keluarga,
kehormatan,
martabat, dan
harta benda yang
dibawah
kekuasaannya,
serta berhak atas
rasa aman dan
perlindungan dari
ancaman
ketakutan untuk
berbuat atau tidak
berbuat  sesuatu
yang merupakan

hak asasi.

Pasal 28 huruf |
menyatakan
bahwa setiap
orang. bebas ‘dari
perlakuan = yang
bersifat

diskriminatif atas
dasar apapun dan
berhak
mendapatkan
perlindungan
terhadap
perlakuan
bersifat
diskriminatif itu

yang

Undang-Undang
Nomor 39
Tahun 1999
tentang Hak
Asasi Manusia:

Pasal 3 ayat 2
menyatakan
bahwa setiap
orang berhak atas
pengakuan,
jaminan,
perlindungan dan
perlakuan hukum

dan pelindungan
hukum.

Lebih dari pada
itu, dalam UU
HAM juga
menjamin
bahwasannya
setiap orang
berhak  untuk
mendapatkan
perlindungan
atau suaka
politik dari
negara lain.
Menurut penulis
sejatinya  hak
untuk
mendapatkan
pemulihan dan
pelindungan
hukum  dalam
hukum nasional
Indonesia belum
cukup memadai,
apabila
dibandingkan
dengan
Deklarasi
Pembela HAM,
karena tidak ada
yang  spesifik
mengatur
pemulihan dan
pelindungan
hukum  dalam
kaitannya
dengan aktivitas
Pembela HAM.

Namun,

Pembela HAM
dalam konteks
hukum nasional
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yang diperlukan,
sesuai dengan
proses

konstitusinya dan
dengan ketentuan-
ketentuan dalam
Kovenan ini,
untuk menetapkan

ketentuan
perundang-
undangan  atau
kebijakan lain

yang diperlukan
untuk
memberlakukan
hak ~ hak- yang
diakui dalam
kovenan ini.

Setiap Negara

Pihak pada

Kovenan ini

berjanji:

4) ‘Menjamin
bahwa setiap
orang  yang
hak-hak  atau
kebebasannya
diakui-dalam
Kovenan ini
dilanggar,
akan
memperoleh
upaya
pemulihan
yang efektif,
walaupun
pelanggaran
tersebut
dilakukan
oleh  orang-
orang  yang
bertindak
dalam
kapasitas
resmi.

yang adil serta
mendapat

kepastian hukum
dan  perlakuan
yang sama di

depan hukum.

Pasal 3 ayat 3
menyatakan

bahwa setiap
orang berhak atas
perlindungan hak
asasi manusia dan
kebebasan dasar

manusia, tanpa
diskriminasi
Pasal 4
menyatakan
bahwa

4) Setiap orang
diakui
sebagai
manusia
pribadi
berhak
menuntut dan
memperoleh
perlakuan
serta
perlindungan
yang  sama
sesuai dengan
martabat
kemanusiaan
nya di depan
hukum.

5) Setiap orang
berhak
mendapat
bantuan dan
perlindungan
yang adil dari
pengadilan

yang

Indonesia
mempunyai hak
untuk

mendapatkan
pelindungan
hukum  terkait
dengan isu-isu
lingkungan,
seperti yang
tertera  dalam
Pasal
66Undang-

Undang Nomor
32 tahun 2009
tentang
Perlindungan
dan Pengelolaan

Lingkungan
Hidup, yang
mana pada
intinya
menjelaskan
bahwa  setiap
orang yang
berjuang untuk
lingkungan,
tidak dapat
dituntut  baik

pidana maupun
perdata.

Selain itu,
Pembela HAM
yang sedang
dalam posisi
menjadi  saksi
atau korban,
juga
mendapatkan
pemulihan serta
pelindungan
hukum,
sebagaimana
diatur dalam
Pasal 5, Pasal 6,
Pasal 7, Pasal
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5)

6)

Menjamin,
bahwa setiap
orang  yang
menuntut
upaya
pemulihan
tersebut harus
ditentukan
hak-haknya
itu oleh
lembaga
peradilan,
administratif,
atau legislatif
yang
berwenang,
atau oleh
lembaga
berwenang
lainnya yang
diatur  oleh
sistem hukum
Negara
tersebut,
untuk
mengembang
kan segala
kemungkinan
upaya
penyelesaian
peradilan:
Menjamin,
bahwa
lembaga yang
berwenang
tersebut akan
melaksanakan
penyelesaian
demikian
apabila
dikabulkan

dan

6)

Pasal

yang objektif
dan tidak
berpihak.
Setiap orang
yang
termasuk
kelompok
masyarakat
yang  renta
berhak
memperoleh
perlakuan dan
perlindungan
lebih
berkenanaan
dengan
kekhususanny
a.

12

menyatakan

bahwa
orang berhak atas

setiap

perlindungan
bagi
pengembangan

dirinya,

untuk

memperoleh
pendidikan,
mencerdaskan

dirinya,

dan

meningkatkan
kualitas hidupnya

agar
manusia

menjadi
yang

beriman,
bertaqwa,
bertanggung

jawab, berakhlak
mulia,
dan
sesuai dengan hak
asasi manusia.

bahagia,
sejahtera

7A
Undang
Republik
Indonesia
Nomor
Tahun
Tentang
Perubahan Atas
Undang-
Undang Nomor
13 Tahun 2006
Tentang
Perlindungan

Undang-

31
2014

Saksi Dan
Korban.

Namun, hal ini
pun juga
mempersempit
pembelaan
HAM, Kkarena
dikhususkan
bila.  Pembela
HAM tersebut
dalam posisi
menjadi  saksi

atau korban.

Selain itu,
sejatinya
Deklarasi
Pembela HAM
tercantum
dalam  bagian
mengingat
Peraturan
Komisi
Nasional Hak
Asasi Manusia
Nomor 5 Tahun
2015  tentang
Prosedur
Perlindungan
terhadap
Pembela HAM,

yang mana pada
intinya

154



Deklarasi Pembela

HAM:

Pasal 9 menegaskan
bahwa dalam
melaksanakan  hak
asasi manusia dan
kebebasan dasar,
termasuk  pemajuan
dan perlindungan hak
asasi manusia
sebagaimana

disebutkan dalam
Deklarasi ini, setiap
orang mempunyai
hak, secara sendiri-
sendiri maupun
bersama-sama; - untuk
memperoleh manfaat
atas upaya perbaikan

efektif dan
perlindungan dalam
hal terjadinya

pelanggaran terhadap
hak-hak ini.

pasal 12 ayat
menyatakan -~ bahwa
negara akan
mengambil -semua
tindakan yang perlu
untuk  memastikan
perlindungan oleh
badan yang
berwenang terhadap

setiap orang, secara
sendiri-sendiri
maupun
bersamabersama-
sama, terhadap setiap
pelanggaran,
ancaman, balas
dendam, diskriminasi
de facto atau de jure
yang bersifat

Pasal 28
menyatakan

bahwa

3) Setiap orang
berhak
mencari
suaka untuk
memperoleh
perlindungan
politik  dari
negara lain.

4) Hak
sebagaimana
dimaksud
pada ayat (1)
tidak.. berlaku
bagi " mereka
yang
melakukan
kejahatan
nonpolitik
atau
perbuatan
yang
bertentangan
dengan tujuan
dan ~_prinsip
Perserikatan
Bangsa-
Bangsa.

Pasal 29
menyatakan
bahwa setiap
orang berhak atas
perlindungan diri
pribadi, keluarga,
kehormatan,
martabat, dan hak
miliknya.

menegaskan
bahwa Komnas
HAM dapat
memberikan
perlindungan
kepada Pembela

HAM yang
sedang  dalam
situasi  darurat.

Perlindungan
yang diberikan
terhadap
Pembela HAM
masih  sebatas
Peraturan
KOMNAS
HAM. Artinya,
peraturan
KOMNAS
HAM tersebut
hanya mengatur
bagaimana
prosedur
perlindungan
yang dilakukan
KOMNAS
HAM, namun
sejatinya belum
mengakui  hak
ataupun
eksistensi
Pembela HAM,
yang mana
menurut penulis
peraturan ini
kurang efektif.
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sebaliknya, tekanan
atau tindakan
sewenang-wenang
lainnya sebagai akibat
dari tindakan mereka
yang sah  dalam
melaksanakan  hak-
hak yang disebutkan
dalam Deklarasi ini.

Dalam hubungan ini,
setiap orang berhak,
secara sendiri-sendiri
maupun bersama-
sama, untuk
mendapat

perlindungan efektif
di bawah _undang-

undang nasional
dalam rangka
bereaksi terhadap atau
menentang, lewat
cara-cara damai,
kegiatan dan
tindakan, termasuk
kelalaian oleh
Negara, yang

mengakibatkan
pelanggaran terhadap
hak asasi-manusia dan
kebebasan dasar
maupun  kekerasan
yang dilakukan oleh
kelompok-kelompok
atau induvidu yang
mempengaruhi
dinikmatinya hak
asasi manusia dan
kebebasan dasar.

Pasal 30
menyatakan

bahwa setiap
orang berhk atas
rasa aman dan
tenteram  serta
perlindungan

terhadap
ancaman
ketakutan untuk
berbuat atau tidak

berbuat sesuatu.

Undang Nomor
12 Tahun 2005
tentang
Pengesahan
International
Covenant On
Civil and
Political Rights:

Pasal 26
menyatakan
bahwa

1.-Semua orang
berkedudukan
sama di
hadapan
hukum  dan
berhak  atas
perlindungan
hukum yang
sama tanpa
diskriminasi
apapun.

2. Dalam hal ini
hukum harus
melarang
diskriminasi
apapun, dan
menjamin
perlindungan
yang  sama
dan  efektif
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bagi semua
orang
terhadap
diskriminasi
atas dasar
apapun
seperti  ras,
warna, jenis
kelamin,
bahasa,
agama, politik
atau pendapat
lain, asal-usul
kebangsaan
atau  sosial,
kekayaan,
kelahiran atau
status lain.

Undang-Undang
Nomor 32 tahun
2009 tentang
Perlindungan

dan Pengelolaan

Lingkungan
Hidup:

Pasal 66,
menyatakan
bahwa setiap
orang yang
memperjuangkan
hak atas

lingkungan hidup
yang baik dan
sehat tidak dapat
dituntut  secara
pidana  maupun
digugat  secara
perdata.

Undang-Undang
Republik
Indonesia
Nomor 31
Tahun 2014
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Tentang
Perubahan Atas
Undang-Undang

Nomor 13
Tahun 2006
Tentang
Perlindungan
Saksi Dan
Korban:

Pasal 5
menegaskan

bahwa saksi dan
korban berhak:

17) Memperoleh
perfindungan
atas
keamanan
pribadi,
Keluarga, dan
harta
bendanya,
serta  bebas
dari ancaman
yang
berkenaan
dengan
kesaksian
yang  akan,
sedang, atau
telah
diberikannya

18) Ikut serta
dalam proses
memilih  dan
menentukan
bentuk
perlindungan
dan dukungan
keamanan

19) Memberikan
keterangan
tanpa tekanan

20) Mendapat
penerjemah
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21)Bebas  dari
pertanyaan
yang menjerat

22) Mendapat
informasi
mengenai
perkembanga
n kasus

23) Mendapat
informasi
mengenai
putusan
pengadilan

24) Mendapat
informasi
dalam hal
terpidana
dibebaskan

25) Dirahasiakan
identitasnya

26) Mendapat
identitas baru.

27) Mendapat
tempat
kediaman
sementara.

28) Mendapat
tempat
kediaman
baru.

29) Memperoleh
penggantian
biaya
transportasi
sesuai dengan
kebutuhan

30) Mendapat
nasihat
hukum.

31) Memperoleh
bantuan biaya
hidup
sementara
sampai batas
waktu
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perlindungan
berakhir.

32) Mendapat
pendampinga
n

Pasal 6
menyatakan
bahwa  korban
pelanggaran hak
asasi manusia
yang berat,
korban tindak
pidana terorisme,
korban tindak
pidana
perdagangan
orang, korban
tindak pidana
penyiksaan,
korban tindak
pidana kekerasan

seksual, dan
korban
penganiayaan
berat, selain
berhak

sebagaimana

dimaksud dalam

Pasal 5, juga

berhak

mendapatkan:

1) bantuan
medis.

2) bantuan
rehabilitasi
psikososial
dan
psikologis.

Pasal 7
menyatakan
bahwa setiap
korban
pelanggaran hak
asasi manusia
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yang berat dan
Korban  tindak
pidana terorisme
selain
mendapatkan hak
sebagaimana
dimaksud dalam
Pasal 5 dan Pasal
6, juga berhak
atas kompensasi.

Pasal TA
menyatakan
bahwa  korban
tindak pidana
berhak
memperoleh
restitusi berupa:
4)-. ganti
Kerugian “atas
kehilangan
kekayaan atau
penghasilan.
5) ganti
kerugian yang
ditimbulkan
akibat
penderitaan
yang
berkaitan
langsung
sebagai akibat
tindak pidana.
6) penggantian
biaya
perawatan
medis
dan/atau
psikologis.

Peraturan

Komisi Nasional
Hak Asasi
Manusia Nomor
5 Tahun 2015
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tentang
Prosedur
Perlindungan
terhadap
Pembela HAM:

Pasal 6
menyatakan
bahwa KOMNAS
HAM
memberikan
perlindungan
kepada Pembela
HAM
berdasarkan
pengaduan
langsung atau
tidak  langsung
dari korban atau
masyarakat,. atau
atas inisiatif
KOMNAS HAM.

Pasal 8 vyang
menyatakan
bahwa KOMNAS
HAM dapat
berinisiatif untuk
memberikan
perlindungan
terhadap Pembela
HAM pada situasi
darurat.

Pasal 9 vyang
menyatakan
bahwa:

6) Dalam
memberikan
perlindungan,
Komnas
HAM  dapat
memberikan
surat
keterangan
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7)

8)

9)

kepada
Pembela
HAM dalam
situasi
darurat.
Surat
Keterangan
yang
dimaksud
dalamayat (1)
dapat
digunakan
sebagai
rujukan untuk
mendapatkan
perlindungan
dari~. LPSK
dan/atau
lembaga lain
terkait.
Dalam
memberikan
perlindungan,
Komnas
HAM bekerja
sama dengan
kementerian
atau - lembaga
negara terkait,
serta
melibatkan
partisipasi
masyarakat
sipil.

Dalam hal
serangan atau
pelanggaran
terkait dengan
kemanan atau
keselamatan
Pembela
HAM,
Komnas
HAM dapat
bekerjas sama
dengan
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kementerian
atau lembaga
yang
berwenang
untuk
memberikan
keamanan
dan
keselamatan,
termasuk tapi
tidak terbatas
pada Polridan
LPSK.

10) Dalam hal

serangan atau
pelanggaran
terkait dengan
sector
ketenagakerja
an, ~ Komnas
HAM  dapat
bekerjasama
dengan
kementerian
atau lembaga
yang
berwenang
untuk
menjamin
hak-hak
ketenagakerja
an, termasuk
tapi tidak
terbatas pada
kementerian
ketenagakerja
an.

Pasal 10 ayat 2
menyatakan

bahwa dalam hal
KOMNAS HAM
menemukan sifat
kedaruratan dari
suatu pengaduan,
maka KOMNAS
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HAM melakukan
langkah-langkah
segera untuk
memastikan

keselamatan dari
Pembela HAM
baik bekerjasama

dengan
kementerian atau
lembaga  yang
berwenang,
dan/atau oleh
KOMNAS HAM
sendiri.

Pasal 10 ayat 3
menyatakan
bahwa tindakan
perlindungan
dalam situasi
darurat dapat
meliputi
verifikasi
informasi,
pencegahan
terlaksananya
serangan
pelanggaran,
evakuasi,
penyediaan
rumah aman, dan
tindakan tindakan

atau

lain yang
diperlukan
Hak untuk | Deklarasi Pembela | UUD 1945: Hak atas
pemajuan | HAM: pemajuan  dan
dan Pasal 28 huruf C | penegakan
penegakan | Pasal 1, menyatakan | ayat menyatakan | HAM dalam
HAM bahwa setiap orang | bahwa kerangka
mempunyai hak, hukum nasional
secara sendiri-sendiri | setiap orang | sudah  cukup
maupun bersama- | berhak sesuai  seperti
sama, untuk | mengembangkan | yang dinyatakan
memajukan dan | diri melalui | dalam Deklarasi
memperjuangkan pemenuhan Pembela HAM.
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perlindungan dan
pemenuhan hak asasi
manusia dan
kebebasan dasar di
tingkat nasional dan
internasional.

Pasal 5 menyatakan
bahwa untuk
keperluan pemajuan
dan perlindungan hak

asasi manusia dan
kebebasan dasar,
setiap orang

mempunyai hak; baik
secara-sendiri-sendiri

maupun bersama-

sama, di_-tingkat

nasional dan
internasional:

d) Untuk  bertemu
atau — berkumpul
secara damai.

e) Untuk
membentuk,
bergabung ~ dan
ikutserta - dalam
organisasi=
organisasi . non-
pemerintah,
perhimpunan-atau
kelompok

f) Untuk

berkomunikasi
dengan organisasi
non-pemerintah

atau antar-
pemerintah.
Pasal 9 juga

ditegaskan bahwa

b) Untuk tujuan yang
sama, setiap orang
mempunyai hak,
secara  sendiri-

kebutuhan
dasarnya, berhak
mendapat
pendidikan
memperoleh
manfaat dari ilmu
pengetahuan dan
teknologi,  seni
dan budaya, demi
meningkatkan
kualitas hidupnya
dan demi
kesejahteraan
umat manusia.

dan

Pasal 28 huruf C
setiap orang
berhak untuk
memajukan

dirinya dalam
memperjuangkan
haknya . secara
kolektif  untuk
membangun
masyarakat,
bangsa

negaranya.

dan

Undang-Undang
Nomor 39 tahun

1999 tentang
Hak Asasi
Manusia:

Pasal 7 vyang
menyatakan
bahwa

setiap orang
berhak untuk
menggunakan
semua upaya
hukum nasional
dan forum

internasional atas
semua
pelanggaran hak

Bahwa  setiap
orang  berhak
untuk
melakukan
upaya  hukum
nasional dan
upaya  hukum

internasional
dalam kaitannya
terdapat
pelanggaran hak
asasi manusia,
bahwa  setiap
orang  berhak
melakukan
pengajuan atau
pengaduan
apabila terjadi
pelanggaran
HAM, dan lain
sebagainya.
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sendiri  maupun
bersama-sama,
antara lain:

Untuk
mengajukan
pengaduan
tentang kebijakan
dan tindakan
pejabat dan
badan-badan
pemerintah-an
berkenaan dengan
pelanggaran hak
asasi manusia.dan
kebebasan- dasar
lewat petisi atau
sarana lainyang
patut kepada
badan-badan
judisial,
administratif - atau
legislatif yang
berwenang di
dalam negeri atau
kepada  otoritas
lain yang
kompeten--.yang
ditetapkan = aleh
sistem hukum
suatu Negara,
yang harus
memberikan
keputusan tentang
pengaduan
tersebut tanpa
penundaan yang
tidak semestinya;
. Untuk menghadiri
dengar pendapat
untuk urusan-
urusan publik
(public hearings),
pemeriksaan
perkara dan
pengadilan, untuk

asasi manusia
yang dijamin oleh
hukum Indonesia
dan hukum
internasional

mengenai hak
asasi manusia

yang telah
diterima negara
Republik
Indonesia.

Pasal 100
menyatakan
bahwa setiap

orang, kelompok,
organisasi politik,
organisasi
masyarakat,
lembaga swadaya
masyarakat, atau
lembaga
kemasyarakatan
lainnya, berhak
berpartisipasi
dalam
perlindungan,
penegakan, dan
pemajuan hak
asasi_manusia.

Pasal 101 setiap
orang, kelompok,
organisiasi
politik, organisasi
masyarakat,
lembaga swadaya
masyarakat, atau
lembaga
kemasyarakatan
lainnya, berhak
menyamp
aikan  lembaga
swadaya
masyarakat, atau
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membentuk
pendapat
mengenai
kepatuhan mereka
terhadap undang-
undang nasional
dan  kewajiban
serta  komitmen
internasional yang
bisa diterapkan;
Untuk
menawarkan dan
menyediakan
bantuan  hukum
yang memenuhi
syarat secara
profesional atau
nasehat lain yang

relevan dan
bantuan dalam
mempertahankan

hak asasi manusia
dan  kebebasan
dasar.

Untuk tujuan yang
sama, dan Ssesuali
dengan instrumen
dan prosedur
internasional yang
bisa.- diterapkan,
setiap orang
mempunyai hak,
secara  sendiri-
sendiri  maupun
bersama-sama,
untuk  mendapat
akses tanpa
halangan dan
berkomunikasi
dengan  badan-
badan
internasional

dengan
kompetensi

umum atau
Khusus untuk

lembaga
kemasyarakatan
lainnya, berhak
menyampaikan

laporan atas
terjadinya

pelanggaran hak
asasi manusia
kepada Komnas
HAM atau
lembaga lain

yang berwenang
dalam rangka
perlindungan,
penegakan, dan
pemajuan hak
asasi manusia.

Pasal 102,
menyatakan
bahwa setiap

orang, kelompok,
organisasi politik,
organisasi
masyarakat,
lembaga

swadaya
masyarakat, atau
lembaga
Kemasyarakatan
lainnya, berhak
untuk

mengajuk
an usulan
mengenai

perumusan  dan
kebijakan  yang
berkaitan
dengan

hak asasi manusia
kepada Komnas
HAM dan atau
lembaga lainnya.

Pasal 103 juga
menyatakan
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menerima dan
mempertimbangk
an komunikasi
tentang masalah-
masalah hak asasi
manusia dan
kebebasan dasar.

Pasal 13 juga

menyatakan  bahwa
setiap orang
mempunyai hak,

secara sendiri-sendiri
maupun bersama-
sama, untuk
mengumpulkan,

menerima dan
menggunakan sumber
daya dengan maksud
yang jelas guna

memajukan dan
melindungi hak asasi
manusia dan

kebebasan dasar,
lewat". jalan damali,
sesuai dengan-pasal 3
Deklarasi ini.

Pasal 16-menyatakan
bahwa setiap--orang;

organisasi non-
pemerintah dan
lembaga-lembaga

yang terkait
mempunyai peranan
penting dalam
memberi sumbangan
membuat agar
masyarakat lebih
menyadari persoalan-
persoalan yang
berkaitan dengan
semua hak asasi
manusia dan

kebebasan dasar lewat

dengan tegas
bahwa Setiap
orang, kelompok,
organisasi politik,
organisasi
masyarakat,
lembaga swadaya
masyarakat,
perguruan tinggi,
lembaga  studi,

atau lembaga
kemasyarakatan
lainnya, baik

secara  sendiri-
sendiri  maupun
Kerja.sam dengan
Komnas.. HAM
dapat melakukan
penelitian,
pendidikan, . -dan
penyebarluasan
informasi
mengenai hak
asasi manusia.

Undang-Undang
Nomor 40
Tahun 1999
tentang Pers:

Pasal 6 huruf B,
menyatakan
bahwa pers
nasional
melaksanakan
peranan  dalam
menegakkan
nilai-nilai  dasar
demokrasi,
mendorong
terwujudnya
supremasi
hukum, hak asasi
manusia,  serta

169



kegiatan-kegiatan

seperti  pendidikan,
latihan dan penelitian
di bidang ini untuk

memperkuat lebih
lanjut, antara lain,
pengertian, toleransi,
perdamaian dan
hubungan

persahabatan di antara
bangsa-bangsa dan di

antara semua
kelompok ras dan
agama, dengan
mengingat  berbagai
latar belakang
masyarakat dan

komunitas, di-mana
mereka melaksanakan
kegiatannya.

menghormati
kebhinekaan.

Peran
Negara
terkait
pelindunga
n  hukum
terhadap
Pembela
HAM.

ICCPR:

Pasal 2 angka 3 yang
menyatakan bahwa
2. Setiap Negara

Pihak pada

Kovenan ini

berjanji:

d) Menjamin
bahwa setiap
orang  yang
hak-hak atau
kebebasannya
diakui dalam
Kovenan ini
dilanggar,
akan
memperoleh
upaya
pemulihan
yang efektif,
walaupun
pelanggaran
tersebut

UUD 1945:
Pasal 28 | ayat
menegaskan
bahwa
perlindungan,
pemajuan,
penegakan, dan
pemenuhan hak
asasi manusia
adalah tanggung
jawab negara,
terutama
pemerintah.

Undang-Undang
Nomor 39 tahun

1999 tentang
Hak Asasi
Manusia:

Pasal 8
menyatakan
bahwa

Berdasarkan
pasal 2 ayat 1
Deklarasi
Pembela HAM,
menegaskan
bahwa langkah-
langkah  yang
diperlukan
dalam  rangka
pemajuan  hak
asasi  manusia
adalah langkah-
langkah  yang
efektif.

Langkah-
langkah efektif
sebagaimana
dimaksud dalam
pasal 2 ayat 1,
menurut penulis
diatur dalam
pasal 2 ayat 2

yang
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dilakukan
oleh  orang-
orang  yang
bertindak
dalam
kapasitas
resmi.
Menjamin,
bahwa setiap
orang  yang
menuntut
upaya
pemulihan
tersebut harus
ditentukan
hak-haknya
itu oleh
lembaga
peradilan,
administratif,
atau legislatif
yang
berwenang,
atau oleh
lembaga
berwenang
lainnya - yang
diatur—oleh
sistem hukum
Negara
tersebut,dan
untuk
mengembang
kan segala
kemungkinan
upaya
penyelesaian
peradilan.
Menjamin,
bahwa
lembaga yang
berwenang
tersebut akan
melaksanakan
penyelesaian
demikian

perlindungan,
pemajuan,
penegakan, dan
pemenuhan hak
asasi manusia
terutama menjadi
tanggung jawab
Pemerintah.

Pasal 71,
menyatakan
bahwa
pemerintah wajib
dan bertanggung
jawab
menghormati,
melindungi,
menegakkan, dan
memajukan -hak
asasi manusia
yang diatur-dalam
Undang-undang
ini, peraturan
perundang-
undangan lain,
dan hukum
internasional
tentang ‘hak asasi
manusia yang
diterima oleh
negara Republik
Indonesia.

Pasal 72,
menyatakan pula
bahwa kewajiban
dan tanggung
jawab Pemerintah
sebagaimana
dimaksud dalam
pasal 71, meliputi
langkah
implementasi
yang efektif
dalam bidang

menyatakan
bahwa  setiap
negara  harus
mengambil
langkah-
langkah
legislatif,
administratif
dan lain-lain
yang mungkin
perlu untuk
memastikan
bahwa hak dan
kebebasan yang
terdapat di
dalam Deklarasi
ini dijamin
secara efektif.
Artinya
langkah-
langkah  yang
efektif  adalah
dengan
mengambil
langkah-
langkah
legislatif,
administratif,
dan lain lain
untuk
memastikan
bahwa hak dan
kebebasan yang
terdapat di
dalam Deklarasi
Pembela HAM
dapat dijamin.

Apabila berkaca
pada pasal 72
UU HAM, yang
mana pada
intinya  hanya
menegaskan
bahwa
pemerintah akan
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Deklarasi

apabila
dikabulkan.

Pembela

HAM:

pasal 2 menyatakan
bahwa

3.

Setiap

mempunyai
tanggung jawab
dan tugas utama
untuk melindungi,
memajukan  dan
melaksanakan

semua hak asasi
manusia dan
kebebasan-dasar,
antara lain dengan

negara

mengambil
langkah-langkah
yang mungkin
perlu untuk
menciptakan
semua  kondisi
yang dibutuhkan
dalam bidang
sosial, ekonomi;
politik - maupun

bidang-bidang
lain serta jaminan
hukum yang
diperlukan untuk
menjamin bahwa
semua orang di
bawah
jurisdiksinya,
secara  sendiri-
sendiri  maupun
bersama-sama,
dapat menikmati
semua hak dan
kebebasan ini
dalam praktik.
Setiap negara
harus mengambil

hukum,  politik,
ekonomi, sosial,
budaya
pertahanan

keamanan negara,

dan bidang lain.
Peraturan
Kepala
Kepolisian
Negara
Republik
Indonesia
Nomor 8 Tahun
2009 ~Tentang
Implementasi
Prinsip Dan
Standar Hak
Asasi = Manusia
Dalam
Penyelenggaraa
n Tugas
Kepolisian
Negara
Republik
Indonesia:
Pasal 7
menyatakan
bahwa setiap
anggota Polri
wajib memahami
instrumen
internasional
tentang  standar
minimal
perlindungan
warga negara
yang  mengatur
secara langsung
dan tidak
langsung tentang
hubungan
anggota Polri

melakukan
langkah-
langkah
implementatif
dalam  rangka
pemajuan  hak
asasi manusia,
menurut penulis
langkah-
langkah
pemajuan  hak
asasi  manusia
disini  sejatinya
tidak  sejalan
dengan
Deklarasi
Pembela HAM,
yang
menegaskan
bahwa  setiap
negara
memastikan hak
dan kebebasan
yang terdapat
dalam Deklarasi
Pembela HAM
dijamin.
Namun,
nyatanya, dalam
peraturan
hukum nasional
Indonesia,
masih mengatur
HAM secara
umum,  belum
ada peraturan-
peraturan yang
dapat mengatur
dan memastikan
hak dan
kebebasan yang
terdapat dalam
Deklarasi
Pembela HAM
dapat dijamin.
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langkah-langkah
legislatif,

administratif dan
lain-lain yang
mungkin  perlu
untuk memastikan
bahwa hak dan
kebebasan yang
terdapat di dalam
Deklarasi ini
dijamin  secara
efektif.

Pasal ~3 ini- juga
menyatakan bahwa
hukum " dalam-negeri
yang sesuai —dengan
Piagam Perserikatan
Bangsa-Bangsa dan
kewajiban
internasional Negara
lainnya di bidang hak
asasi manusia dan
kebebasan dasar
merupakan kerangka
juridis «di _mana--hak
asasi manusia. dan

kebebasan dasar
seharusnya
dilaksanakan dan
dinikmati, dan bagi
pemajuan,

perlindungan dan
pelaksanaan  efektif
dari  hak-hak dan

kebebasan yang
disebutkan dalam
Deklarasi ini

seharusnya dilakukan.

Pasal 12 ayat 2
menyatakan bahwa

Negara akan
mengambil semua

dengan HAM,
dalam huruf P
tercantum
Deklarasi
Pembela Hak
Asasi  Manusia
tahun 1998.
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tindakan yang perlu
untuk  memastikan
perlindungan  oleh
badan yang
berwenang terhadap
setiap orang, secara
sendiri-sendiri
maupun bersama-
sama, terhadap setiap
pelanggaran,
ancaman, balas
dendam, diskriminasi
de facto atau de jure

yang bersifat
sebaliknya, tekanan
atau tindakan

sewenang-wenang
lainnya sebagai-akibat
dari tindakan mereka
yang -~ sah  dalam
melaksanakan  hak-
hak yang disebutkan
dalam Deklarasi ini.

Dalam hubungan ini,
setiap.. orang berhak,
secara Sendiri-sendiri
maupun bersama-
sama, untuk
mendapat

perlindunganefektif
di bawah undang-

undang nasional
dalam rangka
bereaksi terhadap atau
menentang, lewat
cara-cara damai,
kegiatan dan
tindakan,  termasuk
kelalaian oleh
Negara, yang

mengakibatkan

pelanggaran terhadap
hak asasi manusia dan
kebebasan dasar
maupun  kekerasan
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yang dilakukan oleh
kelompok-kelompok
atau induvidu yang
mempengaruhi

dinikmatinya hak
asasi manusia dan
kebebasan dasar.

Pasal 14 menyatakan
bahwa

4. Negara
mempunyai
tanggung jawab
untuk mengambil
langkah-langkah
legislatif, judisial,
administratif atau
tindakan lain yang
layak untuk
memajukan
pengertian semua
orang dalam
jurisdiksinya
mengenai hak-hak

sipil, politik,
ekonomi,sosial
dan budaya.

5. Langkah-langkah
tersebut
mencakup;--antara
lain:

a) Publikasi
dan
tersediany
a secara
luas
hukum
dan
peraturan
nasional
dan
instrumen
dasar hak
asasi
manusia
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b)

internasio
nal yang
berlaku
Akses
sepenuhny
a dan
setara
kepada
dokumen-
dokumen
internasio
nal di
bidang
hak asasi
manusia,
termasuk
laporan
berkala
negara
kepada
badan-
badan
yang
didirikan
oleh
perjanjian
hak —asasi
manusia
internasio
nal di
mana
negara
tersebut
menjadi
pesertanya
, maupun
ikhtisar
catatan
mengenai
diskusi
dan
laporan
resmi dari
badan-
badan itu.
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c) Negara

harus
memastika
n dan
mendukun
g, apabila
sesuai,
perkemba
ngan dan
pembentu
kan
lembaga-
lembaga
nasional
yang
mandiri
dalam
pemajuan
dan
perlindung
an hak
asasi
manusia
dan
kebebasan
dasar di
semua
wilayah di
bawah
jurisdiksin
ya, apakah
itu
ombudsm
an, komisi
hak asasi
manusia,
atau pun
bentuk-
bentuk
lembaga
nasional
lainnya.

Pasal 15 menyatakan

bahwa

Negara

mempunyai tanggung
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jawab untuk

memajukan dan
memfasilitasi

pengajaran hak asasi
manusia dan
kebebasan dasar pada
semua jenjang
pendidikan, dan
memastikan  bahwa
semua yang

bertanggung  jawab
terhadap  pelatihan

para pengacara,
aparatur penegak
hukum, anggota

angkatan bersenjata
dan pejabat publik
termasuk unsur-unsur
yang = layak  untuk
dimasukkan ke dalam
pengajaran hak asasi
manusia dari program
pelatihan mereka
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